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rangyang berintegritas
tidak akan
mengorbankan diri,

kemuliaan profesidan jabatan hanya
untuk uang, jabatan atau untuk
kepentingan sesaat. Keteguhan
sikap demikian melahirkan sikap
profesional yang memiliki kualitas
danintegritas tinggi,” narasiini
dikutip dalam salah satu tulisan yang
dituangkan dalam rubrik filosofi
yangditulis oleh Juru Bicara Komisi
Yudisial, Farid Wajdi, pada edisiini.

Narasiinijuga meneguhkanlembaga
pengawas etik hakim ini tidak

lengah untuk terus mengencangkan
tali penegakan KEPPH dibawah
permukaan ombak, dengan menjalin
harmonisasipencegahan bersama
kolega Tripartit perbaikan peradilan
yaitu, Mahkamah Agung dan Komisi
Pemberantasan Korupsi, yang
bertujuan untuk memisahkan antara
yang hitam dengan yang putih
(berkualitas dan berintegritas) agar
wajah peradilan tetap bersinar agung
dan berwibawa.

Media bisa berbicara keras dan
lantang menagih janjirepublik yang
sampai saat inimasih terhutang
yaitu peradilan bersih

DARI REDAKSI

- yang adil, independen dan tidak

- memihak. Untuk itu, meskidalam
senyap KY bekerjatanpa harus

- diklarifikasi ataupun dikonfirmas
 oleh pihak-pihak lain, hingga
tuntasjanjiitu terbayarkan,

- dengan buktidan fakta sebagai

- pertanggungjawabannya.

- Diedisiinibanyak upaya tersirat

- yang telah dilakukan Tripartit

- perbaikan peradilan diluar frame

- dan stigma yang telah menjadi opini
- publik terhadap muramnya dunia
peradilan saat ini, silahkan pembaca
- cermatipernyataan dan substansi
yang dipaparkan oleh pelaku

* Tripartititu.

Yang bisa kami hantarkan dari
redaksi, manakala upayayang

- telah dilakukan sejauhinimalahan
- terjadireaksiyangcinderung

- kontraproduktif...? Belum tentu

- begitu, bisa saja pil perbaikan yang
- baruditelankemarin hari,namun
- barumulai terlihat reaksinya di

- sepanjang Tahunini.

- Selamat membaca,

- Tim RedaksiWassalam

Selamat Membaca

www.komisiyudisial.go.id
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Wajah dunia peradilan diIndonesia dalam
satu tahun terakhir kembali tercoreng
lantaran Mahkamah Agung (MA) beberapa
kali kecolongan secara beruntun.

Konmisi YupisiAL

ejumlah hakim,
bahkan ketua
pengadilan

tingkat pertamadan
banding, serta panitera
dibawah naungan MA
berurusan dengan Komisi
Pemberantasan Korupsi
(KPK). Mereka diamankan
dalam operasi tangkap
tangan (OTT) KPK terkait
kasus suap danjual beli
perkara.

Kepercayaan publik pun
terhadap MA sebagai
lembaga yudikatif makin
anjlok denganbanyaknya
hakim dan paniterayang
tersangkut kasus hukum.
Halini menunjukkan
bilareformasihakim
diinstitusitersebut
dianggap kurang berhasil
dankredibilitas lembaga
menjadi taruhan.

Kasus-kasus
penangkapan sejumlah

EDISI
OKTOBER
DESEMBER 2017

O MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

ketua pengadilan, hakim,
dan paniteradiatas
hanya sebagian kecil dari
cerita kelam lembaga
peradilan dilndonesia.
Sebab, tertangkap satu
tumbuh seribu. Kendati
KPK kerap menangkap
basah pegawai pengadilan
yang memperjualbelikan
perkara, praktik itu diduga
masih tetap tumbuh
subur.

Komisi Yudisial (KY)
selaku pengawas kinerja
para hakimdalam
kaitannya mewujudkan
peradilan yang bersih,
terus dituntut dapat
melakukan fungsidan
perannyadengan benar
dantepat. Mengingat,
lembaga yang lahir dari

KetuaKY
Aidul Fitriciada Azhari

rahim reformasiini,
memiliki peranan yang
sangat pentingdalam
mewujudkan kekuasaan
kehakiman yang merdeka
dan bebas daricampur
tangan penguasadan
pokok-pokok kekuasaan
lainnya.

Ketua KY Aidul Fitriciada
Azhari mengakui, peran
KY dalam mengawasi
kinerja para hakim
sangat terbatas. Dalam
beberapa kesempatan,
iamengungkapkan
keinginanya agar segera
ada koordinasiyang lebih
kuat antaraKY,KPK, dan
MA untuk mencegah
terulangnya OTT
terhadap para hakim di
masa mendatang.

www.komisiyudisial.go.id



Menurutnya, korupsi
merupakan kejahatan
luar biasa, apalagi sampai
melibatkan aparat hukum
sepertihakim. Sehingga,
pemberantasan korupsi
tidak bisa dilakukan
secara sektoral dan
sendiri-sendiri. Ke depan
diperlukan koordinasi
antaraKY,MA danKPK
agar tindak pidana
korupsi (tipikor) dapat
diminimalisir.

“FungsiKY selama
inihanya mengawasi
hakim. Diluar profesi

itu, kamitidak punya
wewenang. Saat ini, hasil
penangkapan KPKjustru
memperlihatkan praktik
percaloandilakukanjuga
oleh panitera atau tenaga
peradilan yanglain,” kata
Aidul.

Ke depan, lanjut Aidul, ia
berharap ada koordinasi

www.komisiyudisial.go.id

yang baik antaraKY,
KPK,MA, Ombudsman
Republik Indonesia (ORI)
maupun Pusat Pelaporan
dan Analisis Transaksi
Keuangan (PPATK) dan
lembaga yang lain.

Namun untuk
membangun koordinasi
tidaklah mudah.KY dan
KPK pernah menjalin
kerja samadalam bidang
penegakan hukum.
Kesepakatanitu dilakukan
dengan menandatangani
nota kesepahaman
ataumemorandum of
understanding (MoU)
pada 16 Januari2013
silam.Namun, nota
kesepahamanitu akan
berakhir pada 16 Januari
2018.

MoU antar kedualembaga
inimerupakan sebuah
sikap dan upayabersama
pemberantasan tindak

P 5

pidanakorupsi. Selainitu,
juga untuk menjagadan
menegakkan kehormatan,
keluhuran martabat serta
perilaku hakim. Terutama
dengan banyaknya hakim
yangditangkap dan
dijadikan tersangkaoleh
KPKbaik dalam kasus
suap maupun gratifikasi.

Selainitu,MoUinijuga
melingkupikerjasama
dalambidanginformasi
atau data, tatakelolayang
baik, pendidikan atau
pelatihan dan sosialisasi,
kajian atau penelitiandan
narasumber atau tenaga
ahli. Kerjasamaitu sendiri
bersifat umbrella atau
payung yang mewadahi
kedua lembaga hukum
ini. Sayangnya, jalinan
kerjasama antaraKY dan
KPKinimasih dalam tahap
perumusan perbaikanisi
nota kesepahaman oleh
dualembaga tersebut.

LAPORAN
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Ketua Bidang Rekrutmen
Hakim KY Maradaman
Harahap dan Juru
BicaraKY Farid Wajdi
mengakui, menjalin nota
kesepahaman dengan
KPK dan MA merupakan
hal yang sangat urgen
bagitigalembaga.
Terutama dalam misi
menjaga agar hakim
bekerja sesuaiKode Etik
dan Pedoman Perilaku
Hakim (KEPPH).

Apalagi, sudah banyak
‘Wakil Tuhan'yang
diciduk oleh KPK karena
menerima suap maupun
gratifikasi dari pihak
berperkara. “Saat ini
masih dalam tahap
merumuskan perbaikan
isinota kesepahaman
yang pernah digagas
bersama oleh komisioner
sebelumnya,” kata
Maradaman saat
dihubunagi.

Farid Wajdi
menambahkan, wacana
koordinasitigalembaga
(KPK,KY, dan MA) yang
berencana membuat
tripartit perbaikan
peradilan harus segera
menjaditindakan
konkret. Jangan sampai,
karena kesibukan
masing-masing, hingga
mengenyampingkan
nota kesepahamanyang
sangat ditunggu-tunggu
realisasinya. “Sehingga
adalangkah bersama
dalam meminimalisir
fenomena OTT," kata Farid.

OKTORER K Yi
DESENTCROEER OMISI XYUDISIAL
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Farid memaparkan
sebuah fakta, sejak 2012,
ada sekitar 28 orang, baik
yang berprofesisebagai
hakim, panitera, maupun
pegawaidilingkungan
MA dan peradilandi
bawahnya yang terjerat
operasi tangkap tangan
oleh KPK. Perinciannya,
dari28 orangitu terdiri
atas 17 hakim, 9 panitera/
penggantidan sisanya
pegawaipengadilan.
Bahkan, dari 48 sidang

maijelis kehormatan hakim
(MKH) yangdigelar KY dan

MA, ada 22 kasus karena
isu suap dan gratifikasi
yang diterima hakim.

Pada periode
Januari-November 2017,
KY menerima 2.813
laporan masyarakat
yang terdiridari1.374
laporan masyarakat
yang disampaikan ke

KY dan1.439 surat
tembusan terkait

EDISI
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dugaan pelanggaran
KEPPH. Untuk itu, Farid
mengimbau hakim untuk
membasmi korupsi

dan menghindari KKN.
Kerenakorupsiadalah
ketidakadilan tingkat
tinggi. “Kekuasaan

yang dimiliki hakim
begitubesar sehingga
membuat kurangnyarasa
waspada. Serapiapapun

kejahatan yangdilakukan,

sulit menghindar dari
pertanggungjawaban,”
imbau Farid.

Ketua KPK Agus Rahardjo
menyatakan, lembaganya
segera memperbaiki

MoU denganKY.Langkah
ini penting dalam

rangka pemberantasan
korupsi. “lyasegera
jalinkerjasamadengan
KY. Adaformat danisi

Ketua KPK
Agus Rahardjo

yang perlu didiskusikan,
perludiperbaikidan
disempurnakan.
Mudah-mudahan
secepatnya,” kata Agus.
Wakil Ketua KPK Laode
M Syarif menambahkan,
MoU KPK-KY akan
diperbaiki, terutama
dalam hal tata kelola pada
pertukaraninformasi
dandata. Menurutnya,
perlu adanya standar

www.komisiyudisial.go.id



"Kekuasaan yang dimiliki hakim begitu besar

sehingga membuat kurangnya rasa waspada.

Serapiapapun kejahatan yang dilakukan, sulit

menghindar dari pertanggungjawaban”

KetuaMA
Hatta Ali

www.komisiyudisial.go.id

operasional prosedur yang
lebih spesifik.

Sementaraitu, Wakil
Ketua KPK Alex Marwata,
menegaskan, harus ada
perbedaan tugas dalam
pertukaran informasi,
sebab tugas pokok dan
fungsiKPK dengan KY
jelas memiliki perbedaan.
“Contohnya, terkait
penyadapan, KPK hanya
untuk tindak pidana
korupsi sedangkanKY
terkait para hakim,” ujar
Alex.

Kepala Biro Hukum dan
Humas MA Abdullah
menilai, hubungan
sinergismeantara

MA, KY,dan KPK semakin
solid dengan tetap
menghormatikompetensi
atau kewenangan masing
masing. Selamaiini,
kerjasama MA dengan
KPKadalah meningkatkan
kompetensiatau keahlian
staf khusus Badan
Pengawasan MA, dengan
mengadakan pelatihan
peningkatanintegritas

danimplementasi
KEPPH. “Intinya,
kerjasamatiga
lembagainibertujuan
untuk meningkatkan
integritas, pembinaan
dan pengawasan,” kata
Abdullah.

Pihaknyajuga menyambut
positif masukan dari
masyarakat terkait
pengawasan hakim dan
patut diberikan apresiasi.
Hal tersebut tidak terlepas
darikeinginan masyarakat
yang menginginkan
kinerja pengawasan

MA lebih baik dalam hal
mengawasi kinerja para
hakim.

Menurutnya, kritik yang
disampaikan masyarakat
kepada pengawasan

MA terlalu berlebihan.
Seharusnya masyarakat
mendukung MA dengan
mengadukan ke Bawas
jikaadaygbertentangan
dengan ketentuan yang
berlaku. Selainitu,
masyarakat juga harus
menolak jika ada pungutan

DESEMBER 2017
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diluar ketentuan misalnya
untuk PNBP.

MA Komitmen
Perketat Pengawasan
Hakim

Dalam satu tahun
terakhir, ada sejumlah
hakim, panitera, dan
pegawaipengadilan
yang tertangkap
tanganoleh KPK karena
menerima suap danjual
beli perkara. Sejumlah
pihak menilai, perilaku
memalukan sejumlah
hakim dan abdilembaga
peradilan tersebut karena
sistem pengawasan
dan pembinaan hakim
kurang maksimal. MA
pun merasa kecolongan
dengan tindakan tak
terpuji sejumlah oknum
dilingkungan lembaga
peradilan tersebut.

MA berkomitmen terus
melakukan evaluasi
serayaberupaya
melakukan pembenahan
terutama dalam hal
sistem pengawasan

EDISI Vi
oxroBer | Komist YUDISIAL
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aparatur peradilandan
peningkatan disiplin
kerja dibarengi menjaga
integritas seluruh aparatur:
peradilan. Bahkan,
Ketua MA Hatta Ali
mengeluarkan kebijakan
Peraturan Mahkamah
Agung (Perma) Nomor 7,
8dan 9 pada tahun 2016.
PermaNomor 7 tentang
Penegakan Disiplin Kerja
Hakim pada Mahkamah
AgungdanBadan
Peradilan yang berada di
bawahnya.

terhadap dunia peradilan
untuk mewujudkan badan
peradilan yangagung.

Tampaknya, MA
benar-benar serius untuk
membenahiintegritas dan
moral para hakim. Tidak
hanyatiga Perma, MAjuga
mengeluarkan Maklumat
Ketua MA Nomor O1
Maklumat/KMA/IX/2017
tentang Pengawasan

dan Pembinaan Hakim,
Aparatur Mahkamah
Agung, dan Badan

Badan Peradilan.
Semua pimpinan
diperintahkan untuk
sosialisasi, pembinaan,
dan pengawasan
secara berjenjangdan
berkelanjutan. MA juga
menghimbau masyarakat
untuk mendukung MA
dalam menerapkan
manajemen anti suap.

“Berupaya
meminimalisasisegala
bentuk penyimpangan,
menjatuhkan sanksikeras

“MA tidak akan memberikan bantuan hukum

kepada hakim maupun aparatur MA dan

badan peradilan di bawahnya yang diduga

melakukan tindak pidana dan diproses di

pengadilan”

PermaNomor 8 Tahun
2016 tentang Pengawasan:
dan Pembinaan Atasan
LangsungdiLingkungan
Mahkamah Agung :
danPeradilanyang

berada dibawahnya. :
Sementara, PermaNomor :
9 tahun 2016 tentang
Pedoman Pengaduan :
(Whistleblowing system)
diMahkamah Agung

dan Badan Peradilan di
bawahnya. Tigaaturan
inidiharapkan mampu
menjadibahan bakar .
dansemangat MA dalam -
membangun kembali
kepercayaan publik

Wit EDISI
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Peradilan dibawahnya.
Maklumat tersebut
menyebutkan bahwa MA
tidak akan memberikan
bantuan hukum kepada
hakim maupun aparatur
MA dan badan peradilan
dibawahnyayang
diduga melakukan tindak
pidanadandiprosesdi
pengadilan.

Kebijakan tersebut
sudah diperintahkan
secaralangsungoleh
Pimpinan MA kepada
pimpinan tingkat banding
dantingkat pertama

pada 4 lingkungan

DESEMBER 2017

terhadap oknum yang
melanggar demimenjaga
wibawa dan martabat
MA dan peradilandi
bawahnya,” kata Kepala
Biro Hukum dan Humas
MA Abdullah.

Belum lamaini, MA

juga melakukankerja
sama dengan KPK untuk
mendidik 10 pegawai
sebagaiintelijen lembaga
antikorupsi. Pegawai
intelijeninibertugas
mengumpulkaninformasi
tentang tindak pidana
korupsidiMA.OTT oleh
KPKterhadap sejumlah

hakimjuga tidak terlepas
dariinformasiyang
disampaikan intelijen
Bawas MA.Dalam
pemberantasan korupsi,
MA tidak hanya menjalin
kerjasama dengan KPK,
tapijugamenggandeng
KY, koalisi masyarakat
sipil, dan lembaga terkait
dalam upaya pencegahan
korupsidiperadilan.
Pihaknya mengajak
semua masyarakat

agar mau membantu
dan melaporkan setiap
oknum peradilan yang
menyimpang.

Ketua Bidang Hubungan
Antar Lembagadan
LayananInformasiKY
Farid Wajdi mengapresiasi
langkah MA yang
menerbitkan perma

dan maklumat terkait
banyaknya OTT terhadap
aparat peradilan. Dengan
adanyapermadan
maklumatini, KY berharap
adajugalangkah atau
tindakannyatayang
diambil oleh MA untuk
melakukan perbaikan,
pembinaan, dan
pengawasan yang lebih
intensif.

Diharapkan, langkah MA
ini tidak hanya berhenti
pada sebatas maklumat
atau bentuk peraturan.
Namun, ada tindakan
nyata untuk mengawal
dan memastikan langkah
kebijakan tersebut
diikuti dengan baik.
Selainitu, hal penting

www.komisiyudisial.go.id



lain berupa penjatuhan
sanksimemberhentikan
pimpinan badan peradilan
secaraberjenjangdari
jabatannya. Diyakini, hal
tersebut dapat menjadi
efek jera bagi pimpinan
badanperadilanagar
senantiasa melakukan
pembinaan dan
pengawasan secara lebih
teratur dan terukur kepada
semua pejabat danjajaran
peradilan.

Hakim Butuh
Pembinaan Mental
Spiritualdan
Keteladanan Atasan

Keberadaan KY dan Bawas
MA ternyata masih kurang
mendapat ‘perhatian’
dariparahakim, panitera,
hingga lingkup yang
terkecil seperti staf-staf
penunjang dilembaga
peradilan. Buktinya,
masih sajaterjadi OTT
oleh KPK terhadap para
penegak hukum. Kasus
inijuga membuktikan
bahwa reformasididunia
peradilan belum efektif.

Pengamat Hukum Pidana
Universitas Trisakti Abdul
Fickar Hadjar menilai,
sistem pengawasan

dan pembinaan hakim
yangkeseluruhanya
beruparegulasi-regulasi
sebenarnya sudah cukup
memadai dan baik. Dia
mencontohkan, ada
larangan hakim menemui
salah satu pihak tanpaada
pihak lainnya.

www.komisiyudisial.go.id

Anggota ORI

Adrianus Meliala

"MA jugaberkolaborasi

dengan masyarakat sipil untuk

meningkatkan pengawasannya

terhadap kinerja hakim”

Namun pada
kenyataannya, justru
bertumpu pada mental
danmoral para hakimnya.
Pola hidup konsumtif
yang melanda hampir
seluruh profesi, termasuk
hakim, menjadi persoalan
tersendiri.

Bahkan, untuk
persoalanolahragapun
cenderung harus yang
bergengsidan berbiaya
tinggi dan berpotensi
disalahgunakan sebagai
ajang lobisepertigolf dan
tenis.

Termasukjuga
peringatan-peringatan
dan selebritas
pengangkatan atau
kenaikan pangkat di
pengadilan cenderung
diselenggarakan secara
berlebihandan mahal.
Sehingga menjadifaktor
pendorong para pejabat
peradilan, termasuk
hakim-hakim melakukan
korupsibaik untuk dirinya
sendirimaupun untuk
tanggungjawab pada
organisasinya. “Demikian
jugamasamenjelang
pensiun menjadimasa
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yang rawan bagi hakim
yang terdorong melakukan
korupsi,” ungkapnya.

Sehingga, yang perlu
dioptimalkanadalah,
pertama, bagaimana
menciptakan hakim-hakim
yang tidak mau korupsi
melalui kegiatan-kegiatan
pembinaan mental
spiritual, bersamaanitu,
keteladanan atasanjuga
sangat berpengaruh.
Termasuk, bagaimana
menghapuskan
kegiatan-kegiatan yang
memberatkan ekonomi
parahakim agar mereka
tidak terdorong korupsi
dengan menjual putusan.

Kedua, pengawasan dan
pembinaan secararepresif
dengan menyadap seluruh
kegiatan parahakimyang
potensial bersifat koruptif.
Upaya penyadapan oleh
KPKdanKY diharapkan
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UTAMA

menimbulkan ketakutan
para hakim yang pada
gilirannya akan tumbuh
menjadikesadaran sendiri
untuk tidak korupsi.

Ketua Harian Masyarakat
Pemantau Peradilan
Indonesia Fakultas
Hukum Ul (MaPPIFHUI)
Choky Risda Ramadhan
mengatakan, paska
penangkapan dan

OTT sejumlah hakim,
rentang waktu antara
Januari-Agustus 2017,
sebenarnya MA telah
menetapkan maklumat
untuk menindak tegas
pegawainyadibulan
September.

Maklumat Ketua MA
tertanggal 11September
2017 Nomor 01/
Maklumat/KMA/IX/2017.
Isinya, memerintahkan

kepada seluruhjajarandi
bawah MA agar melakukan
pembinaan kepada

hakim secaraberkala

dan berkesinambungan
kepadajajarandi
bawahnya."Kamiapresiasi
langkah tegas tersebut,”
kata Choky Risda
Ramadhan.

MA juga berkolaborasi
dengan masyarakat sipil
untuk meningkatkan
pengawasannya terhadap
kinerjahakim.KY dalam
hal pengawasan hakim
harus mengambil peran
lebih dibandingkan badan
pengawas MA.

Sementara, MA bisa lebih
fokus padapersoalan
administrasidilembaga
peradilan yang masih
banyak celah untuk
dimanipulasi.

MAjuga
berkolaborasi dengan
masyarakat sipil
untuk meningkatkan
pengawasannya
terhadap kinerja
hakim
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Berdasarkanriset MaPPI
FHUlyang sejalandengan
hasil pemantauan OR,
banyak celah dalam
administrasi persidangan
yang masih terjadi
pungutan liar yang meski
kecil namun masif.

“MA menurut saya perlu
gandeng ORI untuk
tingkatkan pelayanan
administrasinya. Sebab,
sejalan dengan tugas
danfungsi ORIl sehingga
kolaborasiMA dengan ORI
perlu diinisiasi segera,”
terangnya.

ORI, lembaganegara
yang mengawasi
pelayanan publik,
baru-baruinimerilis hasil
investigasinya terkait
lembaga peradilan.
Mereka menemukan
sejumlah jejak hitam.
Salah satuyang sangat
mengkhawatirkan
adalah praktik percaloan
pemenangan perkara.
Dalaminvestigasiitu,
ORIbahkan menemukan
pegawaiperadilan yang
meminta uangjasa
percaloan kepada pencari
keadilan yangjumlahnya
mencapai puluhanjuta
rupiah.

Anggota ORI Adrianus
Meliala saat ditemui di
Mabes Polrimengatakan,
timinvestigasi
berpura-puramengurus
perkaradisalah satu
pengadilan negeri. Tim
kemudian diantar oleh

satpam pengadilan untuk
menemui salah seorang
staf pengadilandan
menceritakan perkara.
Setelah mendengarkan
kronologi perkara, staf itu
menawarkan jasa untuk
mengurus kasus yang
sedangdidaftarkan oleh
tim Ombudsman. “Dia
minta Rp25 juta sebagai
biaya ngurus kasus
supaya cepat beres,” kata
Adrianus.

Laporan masyarakat atas
praktik percaloan seperti
itulah yang menggerakkan
ORluntuk menelusuri
lebih lanjut. Investigasi

itu fokus pada pelayanan
pendaftaran perkara,
jadwal sidang, pemberian
salinan, dan petikan
putusan.

“Inisalah satu upaya
memperbaikidan
meningkatkan kualitas
pelayanan publik dan
administrasi peradilan di
Indonesia,” ujar Adrianus.

Daridata yangdimiliki
ORI, tren pengaduan
masyarakat atas praktik
mala-administrasi
dilembaga peradilan
tiap tahunnya semakin
meningkat. Kasus yang
paling banyak dilaporkan
adalah praktik percaloan
danjanjipemenangan
perkara. Temuan
investigasi ORI semakin
menegaskan kondisi
peradilan yang sangat
mengenaskan. [{
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Peradilan Bersih: Gerakan KY

Melunasi Janji Reformasi

eradilan bersih
menjadisalah satu
janjireformasi

yang masih terhutang.
Hanya paramafiadan
bramacorah yang

tidak menghendaki
janjiituditunaikan.
Peradilan bersih
menjadikepentingan
bersama semua pihak
bagi tegaknyakeadilan,
kesejahteraandan
lahirnya keadaban publik
sebagaimana cita-cita

yang menjadiraisond’etre
lahirnyarepublik. Sebagai -

kepentingan bersama,
upaya menegakkan
peradilan bersih

tidak bisa dimonopoli
sebagaitanggungjawab
pemerintah an-sich yang
direpresentasikanoleh
para penegak hukum,
tetapijuga menjadi
tanggungjawab civil
society atau masyarakat
sipil secara totalitas.

Berangkat dari
pemahaman diatas,
pendekatanyang
digunakan pemerintah

www.komisiyudisial.go.id

Elza Faiz, S.H., M.H.
Kepala Subbagian Verifikasi KY

melaluiinstitusi-institusi
yang berada dalam poros
kekuasaan kehakiman,
termasuk Komisi Yudisial
(KY),dalam mendorong
peradilan bersih tidak bisa
didekati sekadar sebagai
sebuah program, tetapi
sebagai sebuah gerakan.
Halinipentingkarena
keduanya (program dan
gerakan) punya makna
yang berbeda.

Bila didekati sebagai
sebuah program maka
problem menciptakan
peradilan bersihhanya
menjaditanggungjawab
pemerintah, termasuk
Mahkamah Agung (MA)
danKY.Sementara
masyarakat diletakkan
diluar panggung sejarah
sebagaipenonton,
bersifat pasif dan tidak
diberdayakan sebagai
bagian penting dari
upaya menegakkan
janjikemerdekaan

itu. Dengankata lain,
pendekatan program
akanmengkondisikan
masyarakat menjadi

apatis dan tidak merasa
memiliki ownership atas
setiap masalah yang
menghambat lahirnya
peradilan bersih. Padahal
ketika peradilan korup,
korbannyamasyarakat
juga.

Berbeda halnyakalau
peradilan bersih dimaknai
sebagaigerakan. Sebagai
gerakan maka problem
menciptakan peradilan
bersih tidak hanya menjadi
domain pemerintah,
tetapitanggung

jawab semua elemen
bangsa (masyarakat
luas). Pendekatanini

akan memposisikan
pemerintah dan rakyat
sama-sama sebagai
pemilik kepentingan,
pemilik tanggung jawab
danpemilik peranyang
setaradalam mewujudkan
peradilan bersih.
Secaraoperasional,
agenda-agendayang
dilakukan baik oleh
pemerintah maupun
komunitas masyarakat
sipil akan difokuskan pada
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penginjeksian kesadaran
masyarakat luas dan
memberdayakan mereka
untuk berperan aktif
dalam rangka menunaikan
janjiitu.

Dengan pemahaman
sepertiitu, secara
substantif,amanat
menciptakan peradilan
bersih sejatinya melekat
dalam setiap individu
sebagaibagian dariperan
profetik/kenabianlyang

1 " Profetik dalam
pandangan Kuntowijoyo
bersendikan pada tiga hal,
yaitu humanisasi, liberasi,
dan transendensi. human-
isasi merupakan pemaknaan
konstruktif dari lafadl “amar
ma'ruf” yang makna

asalnya menganjurkan atau
menegakkan kebajikan.
Perintah Amar Ma'ruf di-
maksudkan untuk men-
gangkat dimensi dan potensi
positif (ma'ruf) setiap ma-
nusia, yaitu merupakan satu
dorongan emansipasi ke-
pada cahaya (nur) petunjuk
ilahi dalam mencapai tingkat
fitrah. Fitrah ialah keadaan
dimana manusia menda-
patkan posisinya sebagai
makhluk yang mulia sesuai
dengan kodrat kemanu-
siaannya. Lliberasi be-

rarti merupakan pemaknaan
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mestiditunaikan.Halyang
dalam konteks lebih besar
sudah dicontohkan para
nabiyang selalu menjadi
motor utama dalam
setiap perubahan besar di
zamannya, sebagaimana
digambarkan oleh Ali
Syariati2, Tokoh Revolusi
IslamIran yang menulis.

"Tidak ada satupun nabi
yang diutus di muka bumi
yang tidak melakukan
reformasi, transformasi,
bahkanrevolusiatas
setiap kemandekandan

konstruktif dari lafadl “nahi
mungkar” yang makna
aslinya berarti melarang atau
menentang segala tindak
kejahatan yang merusak,
mulai mencegah teman dari
mengkonsumsi narkoba,
melarang tawuran, mem-
berantas judi, menghilang-
kan lintah darat, membela
nasib buruh sampai dengan
keberanian memberantas
korupsi. Sedangkan transen-
densi merupakan pemak-

naan konstruktif dari kata “tu’

minuuna billah” yang makna
dasarnya ialah beriman
kepada Allah. Makna tran-
sedensi secara umum
berkait dengan teologi
seperti persoalan ketuhanan
dan yang ghaib. Eksistensi
transdensi dalam paradigma
profetik merupakan basis
dari aksi-aksi humanisasi
dan liberasi. Bagi Kuntowi-
joyo, keberadaan transed-
ensi menjadi nilai dasar yang
akan memperbaiki krisis
dari modernisme. Baginya,
modernisme yang lahir dari
paradigma renaisance telah
memisahkan wahyu (agama)
dariilmu pengetahuan
sebagai dampak perlawanan
terhadap teosentrisme pada
abad pertengahan sehingga
terjadi distabilitas

2 Ali Syariati, Kritik
islam atas Marx.
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kejumudan ummatnya.
Para nabi selalu muncul
untuk mengubah sejarah,
mengubah masyarakat,dan
membangunkan
masyarakat, lalu memulai
revolusidan membuat
revolusi. Paranabi
berbedadengan para
filosof biasa, sekelas
Platodan Aristoteles
sekalipun karena keduanya
tidak memprakarsai

suatu gerakan social
ataurevolusidalam
masyarakatnya.”

Memperluas Exit Door

Salah satulembaga

yang lahir melaluirahim
reformasi konstitusi
adalah KY.KY lahir
ditengah ekspektasi publik
yang begitu besar bagi
terwujudnya peradilan
bersih. Dengan kondisi
sepertiitu, tugasKY tentu
tidak mudah, apalagi
sederhana. Jalannya

amat terjal, berliku,
danmendaki. Apalagi

KY jugamempunyai
tantangan tersendiri terkait
dengan keterbatasan
kewenangannya.

Dalam perspektif
manajemen strategi,
keterbatasan kewenangan
KY khususnyadalam
fungsipengawasan dapat
digambarkan ‘pintu masuk
yang sangat lebar, tetapi
pintu keluarnya sempit’.
Dalamartikata, satusisi
domain yang menjadi
ranah pengawasanKY

adalah etika dan perilaku,
yang cakupannya sangat
luas. Hakim tertidur,
menggunakan ponsel atau
bacabuku saat sidang
dapat dikategorikan
melanggar etika atau
perilaku. Namundisisilain,
kewenangan KY dalam
menindak pelangaran
tersebut cukup terbatas.
KewenanganKY dalam
batas tertentu masih
tergantung MA. BilaMA
menolak/resisten, KY
akanmengalamikesulitan
dalam menjalankan
kewenangannyadalam
menegakkan Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Hakim
(KEPPH). Selainitujuga
dukungan politik yang
relatif kecil. Inilah yang
dikatakan sempitnya pintu
keluar.

Berangkatdari

tantangan tersebut, KY
membutuhkan manajemen
strategi berbasis gerakan
dalamrangka memperluas
pintu keluar. Beberapa
halyang perlu dilakukan
KY terkait dengan hal
tersebutadalah, Pertama,
memperkuat data, dan
Kedua, memperkuat
jaringan. Keduanya saling
interkoneksi satu-sama
lain. Kedalaman data
diperlukan KY sebagai
modal/kekuatan dalam
menindak terjadinya
pelanggaranetikadan
perilaku. Ke dalam data
akanmengatasiatau
setidaknya mengimbangi
keterbatasankewenangan

danresistensi.
Sementara penguatan
jaringandiperlukan

KY sebagailembaga
publik dalamrangka
mengakses informasi,
data dandukungan
dalam mendorong
penegakan etika dan
perilaku hakim. Selainitu
jugadiperlukan dalam
rangka mengadvokasi
isu-isu penting yang
membutuhkanrespon
kolektif. Kuatnyajaringan
akan memposisikan KY
tidak sendirian.

Sebagaimana prinsip
lembaga publik yang
tidak boleh mengalami
kesepian. Hal yang selama
inijugadilakukanoleh
KPK, ketika mengadvokasi
isupelemahan KPK
melalui RUU KUHP. Posisi
awalnya terkesan KPK

vs DPR. KPK kemudian
berhasil menjadikanisu
itu sebagaiisu publik yang
menggerakkan masyarakat
danlembaga Negara
lainnya sepertiMA, Polri,
BNN, Kejaksaan dlluntuk
aktif ‘melawan’karena
merasaikut dilemahkan.

PenghubungKY
Sebagai ‘Bonus
Demografi’

Dalam upaya memperkuat
jaringanitulah,KY

akan sangat terbantu
jikaadaorganresmidi
daerah yangdifungsikan
untuk merawat dan
menggerakkan jaringan

www.komisiyudisial.go.id



ditingkat lokal. Hal yang
dalam perkembangannya
direstuioleh DPR melalui
lahirnya Undang-Undang
(UU) Nomor 18 Tahun
2011tentang Perubahan
atas UUNomor 22 Tahun
2004 tentang Komisi
Yudisial yang memberikan
legitimasibagi KY untuk
membentuk Penghubung
KY didaerah. Dalam Pasal 3
UU aquodisebutkan bahwa
“Komisi Yudisial dapat
membentuk penghubung
didaerah sesuaidengan
kebutuhan, ketentuan lebih
lanjut mengenaihalitu
diatur melaluiperaturan
komisi Yudisial”.

Penghubungdiberikan
wewenangdan tugas
untuk menerima laporan
pengaduan masyarakat,
melakukan pemantauan,
dan melakukan sosialisasi
mengenaikelembagaan
dan mengenaiKode Etik
dan Pedoman Perilaku
Hakim. Selaintiga
wewenang tersebut,
Penghubungjuga dapat
melakukan tugas-tugas
lainnya yang dimintakan
oleh KY.Penghubung
kemudiandibentuk di12
Provinsiselamakurun
3tahun. Tahun 2013
dibentuk di 6 provinsi,
yaitu Jawa Timur, Jawa
Tengah, Sumatera Utara,
Kalimantan Timur, Nusa
TenggaraBarat,dan
SulawesiSelatan.Pada
tahun 2014 dibentuk di
Sumatera Selatan, Riau,
Kupangdan Sulawesi

www.komisiyudisial.go.id

Utara. Sementara pada
tahun 2015 dibentuk di2
provinsi, yaitu Kalimantan
Barat dan Maluku.

Pertimbangan
dibentuknya penghubung
di12 Provinsitersebut
didasarkan beban perkara,
kompleksitas perkara,
banyaknyalaporan
masyarakat di wilayahitu,
danrepresentasigeografis.
Sementara pertimbangan
perekrutan pegawainya
banyak didasarkanrekam
jejak yang bersangkutan
dalammendorong
perubahan di wilayahnya.
Masing-masing kantor
penghubungKY digawangi
oleh 4 pegawai.

Dengan gambaran
tersebut, Keberadaan
Penghubung, bila didekati
dalam konteks manajemen
strategi sesungguhnya
adalah manifestasidari
pendekatan gerakan
yangdigunakanKY
sebagaimanadinarasikan
diatas. Keberadaan
Penghubungyangtelah
dibentuk di12 provinsi
danterusakandibukadi
beberapa provinsilainnya
ke depan akan menjadi
‘bonus demografi'3

3 Bonus demo-

grafi adalah suatu keadaan
negara dimana jumlah usia
produktifnya (15-64th) lebih
banyak dibanding usia tidak
produktif (0-4 dan >65). Bo-
nus demografi di Indonesia
sudah mulai dari tahun 2010,
keadaan ini akan berlang-
sung hingga tahun 2030,
bahkan maksimal 2035. htt-

bagiKY. Sebagaibonus
demografi, selalu

akan berkonsekuensi
padadua hal, satusisi
akanmenjadinikmat
demografijikaseluruh
stakeholder bersinergi
untuk menghadapi
tantangan-tantangan
yangada, disisilainakan
menjadilaknat demografi
jika tidak mempersiapkan
dengansangat baik (it can
beadisaster orabonus)4

DalamkonteksKY,
keberadaan Penghubung
yang merupakan
representasi/wajah

KY didaerahjugaakan
mengandungdua
konsekuensibesar.
Penghubung akan menjadi
organdankekuatan
strategis KY biladikelola
dandifungsikansecara
serius dan profesional.

ps://www.paramadina.ac.id/
index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=84
0%253Auniversitas-harus-
mendidik-bonus-demografi
&catid=45%253Aagenda&l
ang=en.

4 Menjadi bonus
konsekwensinya Jum-

lah pengangguran akan
berkurang, daya saing
bangsa meningkat, tumbuh
kembangnya karya kreatif
dan inovatif oleh pemuda
sebagai kontribusi pemban-
gunan Negara, Pertumbuhan
ekonomi jauh lebih baik, dan
Indonesia akan menjadi ne-
gara maju. Sebaliknya men-
jadi disaster konsekwensinya
akan terjadi pengangguran
besar-besaran, banyaknya
penduduk dengan tingkat
pendidikan rendah, produk-
tivitas nasional menurun,
dan Penduduk usia muda
tergerus oleh “budaya luar.
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Profesionalitas
Penghubungakan
ekuivalen dengan capaian
kinerja Penghubung,
ekuivalendengan
tingginya tingkat
kepuasan masyarakat
dan muara akhirnya
akanmengkatalisasi
dukungan masyarakat
terhadap KY. Sebaliknya,
jika Penghubung
diposisikan sekadar ada,
sebagaiorgan formalitas
belaka, yang berkorelasi
dengan buruknyakinerja
pelayanan Penghubung
didaerah, makaakan
menjungkir balikkan
kepercayaan publik
terhadapKY.Halyang
kalau tidak disikapi
dengan hati-hatiakan
menghantarkan KY
menemui akhir dari
sejarahnya.

Penghubungkarenanya
harus diposisikan sesuai
‘fitrah'nya sebagaijangkar
gerakanyang hidup,
tumbuh, dan bergerak
bersama masyarakat dan
lembaga-lembaga publik
didaerah untuk mengawal
peradilan bersih. Dikelola
denganmanajemen
professional berbasis
gerakan yangdiharapkan
bisamenjadirole model
sekaligus antithesis bagi
lembaga-lembaga publik
yangdirasa masih eksklusif
terhadap peranserta
masyarakat luas. Dengan
itulah upaya melunasi
janjireformasidiharapkan
dapatdilunasi.[M
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EFEKTIVITAS PENCEGAHAN KY DI 2017

STRATEGI

MEMINIMALISIR
PELANGGARAN
KODE ETIK HAKIM

Komisi
Yudisial (KY) dinilai
berhasil dan efektif

menjalankan program
pencegahanditahun
2017




Haltersebut dibuktikan dari hasil survey di

dunia terkait kepercayaan publik terhadap

penegakan hukum diIndonesia. Sebanyak

7 darilOorang yang disurvei mengatakan

percaya padadunia pengadilan diIndonesia.

www.komisiyudisial.go.id

amun prestasiini
tidak membuat
jumawa Komisi

Yudisial. Lembaga

yang diberiamanah
rakyat sebagaimana
diamanatkan Undang
UndangDasar Negara
Republik Indonesia Tahun
1945 yang selanjutnya
diimplementasikan dalam
Undang Undang No.

22 Tahun 2004 dalam
menjaga dan menegakkan
kehormatan, keluhuran
martabat, serta perilaku
hakiminitetap mengawal
secara masif perilaku
hakim belakanganinidan
upaya pencegahannya.

Ketua Komisi Yudisial (KY)
Aidul Fitriciada Azhari
saatjadi pemateripada
Seminar Hukum Nasional
diUniversitas Pancasila,
Senin 6 Nopember 2017
silam memaparkan hasil
survey lembaga surveidi
duniayang menyebutkan
penegakan hukum di
Indonesia telah berjalan
baik.Faktaitumerupakan
hasil kajian akademis

yang dilakukanoleh Aidul,
dimanatujuannegara
hukum dilndonesia telah
cukup baik tercapai.

“Diseluruh wilayah
Indonesia tidak ada
aksianarkiwarganya,
sepertihalnyanegaradi
Syuriah yang konfliknya
meluas. Masyarakatjuga
merasakanamandalam
menjalankan aktivitasnya
sehari-hari, sehingga hal
inimenyimpulkan bahwa
penegakan hukum di
Indonesia telah berjalan
cukup baik, meskipun tidak
memuaskan,” jelas Aidul.

NegaraIndonesia
begitubesar dengan
bentanganalamyang
luas lanjut Aidul, namun
situasikeamanandan
ketertibannya masih relatif
terkendali. Halitu sudah
sepatutnya menjadikan
bangsaIndonesia
bersyukur. “Beberapa
waktu lalu saya menerima
kunjungan dari pejabat
penegak hukum dari
Filipina, yang menyatakan
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KHUSUS

kagum dengan penegakan
hukumdilndonesia
yangrelatif amandan
dapat terkendali. Sudah
sepatutnyakita bersyukur
danberterima kasih pada
penegak hukumkita,” kata
Aidul.

Untuk mengetahuisejauh
mana efektivitas program
pencegahan yangtelah
dilakukan oleh Komisi
Yudisial (KY) di Tahun
2017, maka KY kembali
menyelenggarakan
Pengukuran Dampak
KinerjaKY dan workshop
bertajuk “Profesionalisme
dan Integritas Hakim”,
Kamis 9 Nopember 2017
silamdi Pengadilan
Militer Tinggilll, Surabaya.
Pengukuran dan workshop
inidiikuti 35 orang hakim
daripengadilan negeri,
agama, tatausahanegara
dan militer diwilayah Jawa
Timur.

Ketua Bidang Pencegahan
dan Peningkatan
Kapasitas Hakim KY Joko
Sasmito menyampaikan,
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untuk melaksanakan
kewenangandan
pencegahan secara efektif
dibutuhkan adanya

suatu pedoman etika dan
perilaku hakim. Caranya
dengan memperkuat
pencegahan melalui
Program Peningkatan
Kapasitas Hakim (PPIH).

“TapimengapaKY
mengutamakan
pencegahan karena
sesuaidengan program
pemerintah yang tertuang
dalam Nawacitake
delapan yaitu revolusi
karakter bangsa yang
diterjemahkan dalam
revolusimental. Karena
menurut kamimencegah
itulebih baik,” ujar Joko
Sasmito kepada Majalah
Komisi Yudisial.

Joko Sasmito berpendapat,

meski pencegahan sebagai
program priotitas, namun

dalamartian tetap tidak
mengabaikan penegakan.
Penegakan tetap berjalan
denganbaik, misalnyajika
ada pengaduan, temuan
tetap diproses oleh KY.
Namun titik tekan sesuai
per KY no 3tahun 2013
tentang grand desain
peningkatan kapasitas
hakim, pencegahan
dilakukan melalui upaya
pelatihan KEPPH,
pelatihan pedoman kode
etik dan perilaku hakim.

“Disitulah hakim
ditanamkan tentang kode
etik dan pedoman perilaku
hakim,” ucap doktor dari
Universitas Brawijaya
(Unibraw) Malang.

Hakim sebenarnya sudah
mendapat pelatihan dari
MA tentang KEPPH namun
KY dalam programini
berupaya agar hakim lebih
menginternalisasi.

"Ketua Bidang Pencegahan

dan Peningkatan Kapasitas
Hakim KY Joko Sasmito
menyampaikan, untuk

melaksanakan kewenangan

dan pencegahan secara efektif

dibutuhkan adanya suatu

pedoman etika dan perilaku

hakim. ”

m Konmisi YupisiAL
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Penanaman moraldan
etik itu dimasukkan
kedalam jiwa dan sanubari
hakim dengan harapan
dantujuan hakim dalam
melaksanakan tugas
keseharian baik didalam
tugas maupun diluar tugas
mencerminkan 10 butir
KEPPH.

Pemerintah telah
memberikananggaran
terbesar dalam program
KEPPH. Dalam setahunKY
bisa melakukan pelatihan
terhadap 570 hakim.
Program pencegahan
inidiwujudkan dalam
pelatihan KEPPH untuk
hakim dengan masakerja
0-8tahun sebanyak 8 kali.

Suasana saat pelatihan
KEPPH olen KY

Hakim dengan masakerja
8-15tahunsebanyak 6
kali.

“Ditambah pelatihan
KEPPH hakimtinggi,

KY bekerjasamadengan
Jimly School of Law yang
anggarannyadari KAS
(konrad adenauer stiftung
) Jerman sebanyak 3

kali pelatihan. Jadikalau
dihitung dalam setahun
KY melakukan pelatihan
sebanyak 17 kalidengan
masa efetif sekitar 10
bulan,” katanya.

Sejauhiniapakah
Program Pencegahan
2017 dengan model
KEPPH sudah efektif?

www.komisiyudisial.go.id
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“Kita lihat darihasil
pengukuran. Program
KEPPH inidinilai
ataudiukur oleh biro
perencanaan PPIH
program penguatan
integritas hakim.Hakim
yang pernahkita latih kita
datangike daerah-daerah
untuk diukur,” tutur Joko
Sasmito.

Menurut laporan dari
PPIH yang bekerjasama
dengan Ul,dengan metode
tertentu bisa diukur
tingkat efektifitasnya.
Harapan dariKY setiap
tahun ada peningkatan.
Namun pengukuranini
belum bisa dilakukan
secara keseluruhan karena
kemampuan anggaran.

“Maksimal hanya

dilakukan 6 kalidalam
setahun, kadangjuga
hanya 3 kali. Menurut

www.komisiyudisial.go.id
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| Menurut Joko tidak ada kendala dalam

frad 0

Peintml

&+ pelaksanaan KEPPH karena antara KY dan MA

saling membangun komunikasi. Sebagai misal

" kasus pemanggilan peserta. Karena peserta dalam

kewenangan MA, KY tidak memiliki kewenangan

PPIH, hasilnya bagus
dilihat dari 2 kriteria yaitu
seberapajauh tingkat
kepercayaan masyarat dan
seberapa besar tingkat
integritas hakim,” kata
mantan hakim pengadilan
militer yang dikenal
sederhanaini.

Menurut Joko tidak
adakendaladalam
pelaksanaan KEPPH
karenaantaraKY dan
MA salingmembangun
komunikasi. Sebagai
misal kasus pemanggilan
peserta.Karena peserta
dalam kewenangan
MA,KY tidak memiliki
kewenangan langsung
untuk memanggil para
hakim.

NamunKY mencari
solusibagaimanaagar
panggilanitu tidak
terkendala. Caranya?

Berkoordinasidengan para
DirjendiMA baik Dirjen
Badan Peradilan Umum
(Badilum), Dirjen Badan
Peradilan Agamadan
Dirjen Badan Peradilan
Militer dan Tata Usaha
Negara (TUN).

“Kitamelakukan
pertemuan berkala setiap
6 bulan sehingga masalah
pemanggilan tidak lagi
menjadikendala,” katanya.

Termasuk pengukuran
efektifitas KEPPH juga
tidak adakendala atau
masalah. “Beberapa
waktu lalu pengukurandi
Surabayadipengadilan
militer semua tidak ada
masalah. Kendala yangkini
dihadapihanyamasalah
anggaran sehingga
pelaksanaaan pengukuran
maksimal hanya 6 kali
dalam setahun,” katanya.

OKTOBER
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‘" “ﬂ- langsung untuk memanggil para hakim

Bagaimana penguatan
integritas hakim? Dalam
penguatan KEPPH

yang pertama adalah
pembelajarandengan
undergogik artinya
pembelajaran untuk orang
dewasa. Melibatkan tim
daripsikologi Ul.

Metode yang digunakan
sekarang diubah tidak
hanya memberikan materi
tentang 10 butir KEPPH,
tapi ada metode pelatihan
lapangan, metode kelas,
metode wawancara, tatap
muka dan sebagainya.
Intinya yang ditekankan
adalah menyentuh hati
nurani pada hakim.

Jadiseakan-akanmetode
pelatihaninimemberikan
benteng atau semacam
alarmdarijiwa hati
nurani hakim sehingga
jika adakeinginan untuk

EDISI
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melakukan penyimpangan
atau pelanggaran,
alarmdalamjiwabisa
mengingatkan. “Jadi itu
yangditekankan’katanya.

Apakah para hakim sudah
memahami profesi hakim
sebagaiprofesiyang
sangat mulia?

“Memang hakim
seharusnya sudah tahu
tentang profesiitu,
sebagian besar sudah
memahami. Hanya
kadang-kadang masih
adalaporan masyarakat
yang prosesnya sampai
ke Majelis Kehormatan
Hakim (MKH)," kata Joko
Sasmito.

Darisegipenanganan
laporan masyarakat yang
masuk hampir 3.500
aduan. Tapiyangbisa
direkomendasi masuk
pelangaran etik tahun
2015 sebanyak 87.Dan
2016 sebanyak 105 kasus.

Kalau dihitung darijumlah
pengaduan masihrelatif
kecil yang melanggar.
Tapi meskidemikian

KY tetap melakukan
upaya pencegahan.
Apalagiyang diMKH,
urutan pertamayang
masuk daftar pertama
adalah kasus kesusilaan
perselingkuhan. Ternyata
masih ada hakim yang
mengetahui profesinya
mulia tapi masih
melakukan pelanggaran,”
ujar Joko Sasmito.

EDISI
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Terjadinya OTT beberapa
kasus,apapendapatKY?
“Bisadikatakan oknumnya
yang melakukan, karena
sebagian besar hakim
masih baik. Jumlah
hakim sekitar 7.500
ansementarayang
melakukanjumlahnya
kecil. Meskiada

anggapan kasus-kasus
itumerupakan puncak
gunung es, tapi saya yakin
masih banyak hakim yang
baik,” ujar Joko Sasmito.

Faktor ekternalnyaadalah
karena hakim tidak hidup
dalamruanghampa. Maka
adapengaruh luar dalam
mencarikeadilan hukum
adasajaorangyang
mencaridengan cara-cara
yang tidak baik.

Sudah banyak pihak yang
memberikan pemahaman.
KY juga sering melakukan
sosialisasikepada
masyarkat tentangdugaan
kode etik penegak hkum

OTT menurut saya

disebabkan beberapa faktor,

yang pertama mungkin

faktor internal seperti pribadi

hakim dan keluarganya

“OTT menurut saya
disebabkan beberapa
faktor, yang pertama
mungkin faktor internal
sepertipribadi hakim dan
keluarganya. Mungkin
hakimnyakurangrasa
bersyukur, mungkin

juga darifaktor keluarga
dengan gaya hidupnya.
Selainitumungkin
hakimnya belum memiliki
mental dan spiritual
yang baik sehinga
mudah terpengaruh,”
sambungnya.

khususnya hakim.Dan
penegak hukm lainnya.

KY memberikan
sosialisasipada
masyarakat jika terjadi
pelangaran kode etik

oleh hakim, bagaimana
mekanisme pelaporannya
dan sebagainya. Halini
dilakukan agar para hakim
berhati-hati. Selain tu,
pemerintahjuga sudah
melakukan penyuluhan
hukum kepada
masyarakat.

Menurut Joko ke depan
konsep KEPPHmasih
relevan untuk mencegah
agar hakim tidak lagi
tersangkut kasus
OTT.Selainitudalam
penegakan, harus ada
perbaikan dalam waktu
penanganan perkara.
Dalam Peraturan Komisi
Yudisial Nomor 2

tahun 2015, pengaduan
masyarakat maksimal
selama 60 hari,namun
dalam prakteknya
terkadang masih lebih dari
itu.

Apakahper KY nyayang
berubah atau mekanisme
penanganannyayang
harus direvisi. Sehingga
ada pembagian waktu.
ltujuga pentingkarena
jangan sampai ada kesan
dimasyarakat laporan
diKY seolah-olah
lambat. Jadi meskipun
pencegahan merupakan
program prioritas, namun
penegakanjugapenting
dan berjalan beriringan.
Jadikeinginan untuk
menciptakan peradilan
yang bersih, baik dan
sesuai KEPPH bisa
terwujud.

Ditempat terpisah, Ketua
Bidang Rekrutmen Hakim
KY Maradaman Harahap
menilaiintegritas dan
profesionalisme hakim
masih dinilairendah oleh
masyarakat. Operasi
tangkap tangan (OTT) oleh
KomisiPemberantasan
Korupsi (KPK) terhadap

www.komisiyudisial.go.id



“"Hakim adalah profesiluhur,

yaitu profesi yang hakikatnya

merupakan pelayanan

manusia dan kemanusiaan”

Ketua Bidang
Rekrutmen Hakim
Maradaman Harahap

www.komisiyudisial.go.id

oknum hakim menjadi
salah satubukti. Sebagai
lembaga yang bertugas
menjaga dan menegakkan
kehormatan, keluhuran
martabat, dan perilaku
hakim, Komisi Yudisial
(KY) berkomitmen untuk
meningkatkan integritas
dan profesionalisme
hakim.

KY perlumengambil
langkah pencegahan agar
kejadian pelanggaran
hakim terhadap Kode Etik
dan Pedoman Perilaku

Hakim (KEPPH) dapat
diminimalisir. Tindakan
pencegahan dapat
dilakukan dengan cara
meningkatkan kesadaran
dan pemahaman
hakim sebagai wakil
Tuhan, meningkatkan
pengetahuan hakim
tentang KEPPH dan
implementasinyadi
dalam maupundiluar
persidangan.

“Hakim adalah profesi
luhur, yaitu profesiyang
hakikatnya merupakan
pelayanan manusiadan
kemanusiaan. Hakim
dalam menjalankan
tugasnyadipagari
dengan empat pilar,
yaitu sumpah jabatan,
KEPPH, Triprasetya,
sertalambang”, ungkap
Maradaman Harahap.

KamidiKY merasa prihatin
karenamasih OTT KPK
terhadap oknum hakim.

Sangat disesalkan, karena

OKTOBER
DESEMBER 2017

LIPUTAN

KHUSUS

hakim sering disebut
sebagai Wakil Tuhan di
muka bumi. Wakil Tuhan
kok menerima suap,”
sambung Maradaman.

Dengan kejadian tersebut
KY membuat program
untuk meminimalisir
kejadianitu. “Kami
melakukankunjungan

ke beberapa daerahyang
potensial terlaksananya
OTT sepertiMedan dan
Bengkuluyangsering
terjadidan dibeberapa
daerah lainnya karena
pejabatnya tertangkap
OTT. katamantan Hakim
Tinggi Pengawas di Badan
Pengawasan Mahkamah
Agungini.

DisanaKY mengundang
pimpinan pengadilan
tingkat banding sampai
dengan pimpinan
pengadilan tingkat
pertama. Kita harapkan
pengawasanintens
terhadap hakim ini

EDISI .
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“Kita sudah melakukan

pelatihan tentang Pedoman

Kode Etik dan Perilaku Hakim.

Kita sudahlakukan dari

tahun ke tahun meskibelum

menyentuh hakim yang

jumlahnyaribuan itu”

karenadidugakurang
pengawasan terhadap
bawahan.

Padahal payung hukum
pengawasan atasan
terhadap bawahan sudah
lama dikenaldengan nama
pengawasan melekat

atau waskat. Selainitu

ada peraturan MA Nomor
789 yang mewajibkan
pimpinandisiplin terhadap
hakimdan lainnya.

Bahkan Maklumat
Mahkamah Agung
Nomor 1tahun 2017
sudah disampaikan
kepada seluruhjajaran
pengadilandilndonesia
bahwa apabila ada oknum
yang terkena masalah,
pimpinan pengadilan
turut bertanggungjawab
artinya turut diperiksa.
“Yangjadipertanyaan
apakah mengadakan
pembinaan secara terus
menerus atau tidak, kata
peraih gelar Magister

Hukum dari Sekolah Tinggi
[lmu Hukum Institute of
Business Law and Legal
Management (IBLAM) ini.

Jika ada pembinan pasti
adanotulen pembinaan.
Apakah seminggu sekali
atau sebulan. Jikaitu
lalai maka pimpinanjuga
akan terkena dandijatuhi
sanksisetidak-tidaknya
dinonjobkan selaku
pimpinan pengadilan.

Dalam haliniKY telah
melakukan ke beberapa
daerah dalamrangka
pencegahan agar tidak
terjadilagi OTT. Dankita
berharap OTT diBengkulu
adalah OTT terakhir. “Tapi
namanya manusia kita
tidak bisa mengatakan100
persen karena manusiawi
danindividual sifatnya
meskikita telah berupaya
melakukan pencegahan,”
papar Maradaman.

Apakah selamainiwaskat
telah dijalankan asecara
maksimal? “Secara teori
seharusnyadilakukan
karenasudahadadilnpres
Nomor 1tahun 1989 bahwa
ada kewajiban untuk
melakukan pengawasan
itu.” kata mantan hakim
tinggidiPengadilan Tinggi
Agama (PTA) Jakartaini.

Terjadinya deal-deal
antara hakim atau panitera
penggantidengan pihak
itu karenakurangnya
pengawasan. Misalnya
melakukan pertemuan

dijamkerja padahal
sudah ada edaran dari

MA yang mewajibkan
setiap pegawai pengadilan
yang meninggalkan
kantor harus adaijindari
atasannya secaratertulis.

Ini salah satu bentuk
pengawasan. Sebenarnya
sudahberjalantapi
mungkin belakangan

agak terabaikan sehingga
aparat pengadilan banyak
berkeliaran padajam kerja.

Bentuk pencegahannya
sepertiapa? “Kita sudah
melakukan pelatihan
tentang Pedoman Kode
Etik dan Perilaku Hakim.
Kita sudah lakukan dari
tahun ke tahun meski
belum menyentuh hakim
yangjumlahnyaribuan
itu. Tapi paling tidak kita
sudah berupayadan
berkewajiban menjaga
kehormatan hakim, tapi
namanya mengasuh,
masih saja ada yanglalai,
paparnya.

Terhadap hakimini,
ujung-ujungnya adalah
moraldanagama. “Saya
kirasemuaagama
melarang adanya
deal-dealtentang perkara.
Harus ada peningkatan
kualitas keimanandan
keyakinan kepada tuhan.
ltu adalah tugas dari
pimpinan ditambah
dariKY yangselalu
mengingatkan tentang
kode etik yang 10 point itu.
Jika sudah diamalkan saya

www.komisiyudisial.go.id
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yakin bisamembenteng;i,”
katanya.

Sebetulnya hakim sudah
dipagarioleh 4 pilar.
Pertama dari sumpah
jabatan, ketika dilantik
sebagaihakim sudah
bersumpahatasnama
Tuhan.Bahwa saya

tidak akan menerima
sesuatu pemberian baik
langsung maupun tidak
langsung. Kalau kitaingat
sumpah tidak akan berani
menerima suap. Pagar
kedua adalahlambang
hakim, adalambang
cakranyadantirtanya.
Dan pagar ketiga adalah
triprasetya hakim.Dan
yang terakhir adalah kode
etik. Jadi sebenarnyaada
4 pilar yang membentengi
hakim.

“Makanya kita heran
mengapa ada saja yang

Foto Bersama Ketua Bidang
Pencegahan dan PKH, Joko

melakukan itu. Kalau
kesejahteraan, gaji hakim
sekaranglumayan, begitu
diangkat sebagaihakim
pertamasudah terima
gaji10juta lebih. Kalau
sudah jadi pimpinan ada
tunjangannya,” katanya.

Apalagihakim tinggi
tunjangannya sudah
36juta. Jadikalauitu
alasan kesejahteraan
mengapa orang-orang
jaman dulu dengan gaji
kecil masih bisa hidup.
Sebenarnya hakim tidak
boleh melakukan pola
hidup yang hedon dan
berlebihan. “Kalau kita
sudah meresapi sumpah
dan kode etik, kita harus
berperilaku rendah hati,”
katanya.

Meskidipagari4 pilar,
namun masih ada saja
penyalahgunaan. Apakah

mungkin proses seleksi
yang bermasalah?
“Dalam seleksihakim
tingkat pertama, KY tidak
dilibatkan. Mungkin ada
pengaruh rekruitmen
yang bermasalah, dalam
haliniKY tidak bisa
dipersalahkankarena
tidak dilibatkan berdasar
putusan MK," jelas
Maradaman.

“Kamihanya hakim agung
yang seleksinya cukup
ketat dengan standar
yang cukup tinggi. Banyak
orang yang pintar sekali
tapijikaintegritasnya
bermasalah, tidak akan
kita terima. Itu harga mati
bagi kami,” sambungnya.

Kualitas yang kurang
tidak masalah karena
masih bisa ditingkatkan
kualitasnya. Tapikalau
menyangkut integritas

LIPUTAN
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danmoral, sulit bagi KY
untuk memperbaiki.
Dalam proses seleksiada
timKY yang melakukan
investigasi. Jadikalau
menyangkut hakim
agung, KY berupaya
semaksimal mungkin
meloloskan calon hakim
agungyang benar-benar
memiliiki moral dan

hati yang baik untuk
menegakkan keadilan dan
hukum.

Bagaimana efetivitas
pencegahan yang
selamaini dilakukan KY?
“Dikatakan cukup yang
cukup, tapikita terbentur
biaya dalam melakukan
pelatihan, selainitu

juga kitahanya 7 orang
komisioner melakukan
pengawasan, pencegahan
diseluruh Indonesia yang
sedemikian luas, tentu
belum sempurna,” kata
Maradaman.

KY mencoba mengadakan
cara atau metode lain
bagaimana pencegahan
yang lebih efektif. tu

yang terus dikaji sesuai
perkembangan hukum,
jaman dan sebagainya.
Pencegahan agar profesi
hakim tidak melakukan
perbuatan tercela.

“Kitamengupdate berita
jika ada hakim bermasalah
kita telusurirekam
jejaknya melaluisystem
informasi penyelesaian

Sasmito bersama hakim peserta
Pelatihan KEPPH di Palembang

perkaradan sebagainya,”
katanya.

O MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA
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Maradaman
menyampaikan pesan
kepada para hakimagar
kembalikepadatugas
mulia, memahamibahwa
penyelenggaranegara
ituibarat ikan dalam
aquariumyangselalu
ditonton dan diawasioleh
banyak orang. Selainitu
kembali pada keimanan
kitabahwa kita selalu
diawasioleh Tuhan Yang
Maha Esa.

Semua perbuatan akan
dipertanggungjawabkan
bukan hanya pada publik
tapijuga pada yang maha
pencipta, kembalilah pada
jatidiri sebagaihakimyang
diberigelar sebagai Wakil
Tuhan.

Soal efektifitas
pencegahanyang
dilakukan Komisi Yudisial
selama 2017, Anggota
Komisi Yudisial Rl /
Ketua Bidang Sumber
Daya Manusia, Advokasi,
Hukum, Penelitian dan
Pengembangan Dr.
Sumartoyo, S.H., M.Hum
berpendapatKY akan
melakukan penyadaran
moralitasagama,
peningkatan kapasitas
keilmuan dan pengawasan
tak terlihat oleh jaringan
yang dimiliki KY.

“Hakim bagian dari
masyarakat, sehingga
terpengaruh padagaya
hidup yang konsumerisme
sepertiitu. Sehingga
mereka berlomba-lomba
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mencarikesenangan
hidup dan materi. Mereka
lupajatidiridiciptakan
hidup untuk apa,” kata
Sumartoyo.

Sumartoyo membuat
presentasi dihadapan
penegak hukumdi
Indonesia dan masyarakat
bagaimana untuk
mencegah perbuatan
contemt of court. “Gaya
hidup hedon sudah
menggejala diseluruh
wilayah nusantara. Ini
paham yang sangat
berbahayadan harus
dilawan. Jika terjadi
akan menumbulkan
kemerosotan moral yang
luar biasa,” katanya.

Sumartoyo punya
strategi untuk mencegah
gaya hidup hedonisme
sejumlah hakim dan
mencarirejeki tidak
halal dengan menjual
kewenangannya.la
menggunakan 1ayat
dalam Alquran bahwa
manusia diciptakan tidak
dengan main-main.
Bahwa manusiadan
jindiciptakan untuk
beribadah kepada Allah.

Tapibanyak yang
melupakan. “Kita
cobaingatkan secera
besar-besarantentang
ayat penciptaan diriitu.
Kalau orang mengenal
tentangdirinya maka
melalukan hal-hal terbaik
apapun profesinya.Dia
akan mengikuti kode etik

untuk menjaga dirinya dan
hasil pekerjaannya secara
maksimal,” paparnya.

Persoalaninilah yang
akan menjadipenajaman
program pencegahan di
tahun depan setelah KY
melakukan kunjungan
ke sejumlah daerah dari
Sumatra, Kalimantan,
Sulawesi, Jawa Timur
danNusa Tenggarake
teman-teman penegak
hukum, aparat, sekolahan
dan sebagainya.

Program tersebut

yang akanKY lakukan,
idealnya dilakukan
secaramenyeluruh tapi
tergantung dengandana.
“Menurut Menteri Agama,
iniadalah bentuk revolusi
mentalnya Pak Jokowi.”
kata Sumartoyo.

Caranya gimana? “Kami
akan membuat sinergitas

dengankementerian
agamadengan
mensosialisasikan satu
ayat. Kita akan bentuk satu
task force untuk kegiatan
sosialisasilatihan etik.
Kita akan coba kumpulkan
bahan bahan untuk
modul, pararel membuat
pilot project disuatu
wilayah, siapa yang akan
melakukan sampaipada
kurun waktu tertentudan
kemudian akan kita nillai
dan petakan apakah ada
perubahan,” paparnya.

SelainituKY perlu
membuat task force
satulagi khusus untuk
para hakimdengan
peningkatan kapasitas
hakim. Rencananya

kita akan mengangkat
10 orangyangakandi
choachingoleh LAN dan
fakultas psikologiuntuk
dididik menjadi pemateri
pemateri.

Kita cobaingatkan
secerabesar-besaran
tentang ayat penciptaan diri
itu. Kalau orang mengenal
tentang dirinya maka akan
melalukan hal-hal terbaik
apapun profesinya

www.komisiyudisial.go.id



Ketua Bidang SDM,
Hukum, Advokasidan
Litbang Sumartoyo
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Tapiyang sangat
disayangkaninihanya
baru sisiadvokasi.
Litbangjuga saya minta
membuat kajian untuk
putusan tingkat pertama
untuk diuplod ke web KY
sehingga semua orang
bisamengakses dan
memberikan masukan.
Jadiupaya memperbaiki
putusan pengadilan
menggunakan metodeitu,
dan untuk masyarakat kita
mensosialisasikan untuk
tidak hidup hedon.

Secara sporadis sudah
disosialisasikan KY ke
berbagaidaerah namun
hasilnya belum efektif.
Jadiharus adaprogram
konkrit daripemerintah
yang melibatkan pihak
lain. Beberapa universitas
sudah setuju untuk
membantu KY.

“Selamainikita tidak
mengetahuisiapa
yang harus dilawan

danbagaimanacara
melawannya. Tapi
sekarangkita sudah
tahu, mulai 2018 akan
kita gelontorkan dengan
tulisan dan ceramah soal
itu,” katanya.

KY juga melakukan
pelatihan KEPPH agar
para hakim didaerah
memiliki acuan dalam
mengambil keputusan,
tapi kalau menunggu
keputusan hukum tetap
akan butuh waktu lama,
untuk itu kajian putusan
tingkat pertama yang
diupload melalui web
akan membantu para
hakim muda didaerah.
Kamijuga membuat film
yang ditayangkan ketika
pelatihan klinik etic.

Apakah dalam
pencegahaniniada
kerjasama dengan pihak
lain? “Ada sepertiyang
terjadi di Yogja, Waskim
dengan KPK dengan
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LIPUTAN

KHUSUS

anggarandipikul bersama.
[tu bagaimana melakukan
pencegahan termasuk
sosialisasibagaimana
menyampaikan laporan
ke KPK maupun ke KY
melaluisms Tempo,”
katanya.

Jadisemua laporanyang
masuk dari masyarakat
langsung diterima oleh
tempo dan KPK untuk
ditindaklanjuti. Selainitu
kita,menjaring wartawan
melaluijejaring, jika
adainsiden bisa segera
diinformasikan. Dengan
keterbatasan sumberdaya
manusia diKY yang
hanya 200an orang, KY
bekerjasama dengan
pihak lain.

Apaprogram prioritas
riil tahun 20187 “Tindak
lanjut daripemetaandi
2017 akan digelontorkan
ditahun depan diharapkan
setelah dinilai, ada
peningkatan kesadaran
masyarakat dan etikanya
semakin meingkat. Ada
skor dan nilai untuk
menguji halitu,” katanya.

Ke depan upaya
pencegahan, lanjut
Sumartoyo bisa dengan
menyadarkan untuk
sadar jatidiri. Jika sudah
dimunculkan melalui
PKHmelaluitulisan,
pertemuan dengan
APH, Kesadaran tidak
bisa dipaksakan tapi
ditubuhkan secara terus
menerus.[Hl
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PN SUKABUMI

Adnan Faisal Panji & Festi

esekaliterlihat sang
mandor proyek
memberiaba-aba

pada pekerjadengan
menyodorkan rancangan
renovasigedung
Pengadilan Negeri (PN)
Sukabumiyang menjadi
pokok pekerjaan mereka.
Tidak lama kedatangan
kamidisambut hangat
oleh staf bagian pidana PN
Sukabumilrfan Daranta.

“Selamat datang, silahkan
menunggu sebentar,” ujar
Irfan mempersilahkan
kamimenunggu di

ruang tunggu. Tak lama
kemudian Ketua PN
Sukabumi Dulhusin
menyambut kamidengan
ramah. la mengajak kami
keruangkerjanyayang

EDISI
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‘Ditengah suara mesin bubut

penghalus kayu kusen jendela, tampak

puluhan pekerja bangunan hilir mudik

sementarainimenempati
Ruang Juru Sitadilantai2
Gedung PN Sukabumi.

“Saya sebenarnya agak
sedikit malu jika didatangi
tamu, mengingat gedung
ini sedang dalam tahap
renovasibesar-besaran,”
ucap Dulhusin mengawali
perbincangan. Renovasi
inimemang sangat
berartibagi setiap
pengadilan. Pasalnya, hal
itu merupakan salah satu
upaya untuk memberikan
pelayanan publik yang
lebih prima.

Mata kami tertuju
pada bingkai hasil

mengangkut pasir dan semen”

penilaian Tim Akreditasi
Mahkamah Agung (MA)
yang terpampangdi
dinding ruang kerja
Dulhusin. Disitu tertulis
Sertifikat Akreditasi
Penjaminan Mutu Badan
Peradilan Umumdengan
TerakreditasiB. Sertifikat
penjaminan mutuiniguna
mendorong pengadilan
negerisebagai ujung
tombak penyelesaian
hukum untuk menciptakan
suatu kondisi peradilan
yang modern, kredibel,
akuntabel, dan transparan.

Sebagaiujung tombak dari
MA dalam menegakkan
roda keadilan di tingkat
pertama, kinerja setiap
pengadilan terus
dipantau. Pantauan ketat

itu dilakukan setiap 6
bulan sekaliselama 3
tahun. Tujuannya untuk
memastikan performa
penegak hukumdiPNini
berjalan baik dan dapat
diandalkan.

“Awalnya saya sempat
menolak untuk diberi
penilaian, karena kantor
inimasih belum rampung
selesaidirenovasi. Namun
karena sedikit desakan
daritim akreditasi di sana,
akhirnya dengan suka
rela kamiterimajuga tim
akreditasi untuk menilai
kamibeberapa pekan lalu,”
kenang Dulhusin.

Meskihanya memiliki

duaruangsidang, tetapi
ditengah keterbatasan

www.komisiyudisial.go.id
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itu PN Sukabumi

tetap berusaha untuk
menjalankan persidangan
dan memberikan layanan
yang terbaik kepada
publik.

“Kondisi fisik pengadilan
tidak memungkinkan
untuk memberikan
layanan kepada
masyarakat. Untuk itu,
sayaberembuk dengan
semua hakimdan
pegawai, bagaimana
caranyaagar dapat
memberikan layanan yang
maksimal kepada mereka.
Dengan sumber daya
yang ada, kami berjibaku
meski seringkali kita harus
bersidang hingga pukul

7 malam, yang penting
masyarakat terlayani,”
tegas hakimyang telah
bekerja lebih dari 25 tahun
itu.

Mendapatkan akreditasi
tidaklah mudah. Aspek
penilaianitu terdiri
dariduaaspek yakni,

EDISI
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sarana prasaranadan
administrasi pengadilan.
Menurut salah satu hakim
senior PN Sukabumi
Junita Pancawati, saatitu
kondisi pengadilan hanya
siap dinilaidariaspek
administrasinya saja.

“Jika kamidinilai dari
aspek saranadan
prasarananya, jujur saja
kami tidak siap. Pasalnya,
bisa dilihat semua aspek
saranamasih dalam
pengerjaan.Namun,
ternyata yangdinilaijuga
adaaspek administrasinya
sehingga segera

kami siapkan seluruh
dokumen kelengkapan
pekerjaan yangdilakukan
sehari-hari. Alhamdulillah
nilainya baik,” ucap Junita.

Kinerja PN Sukabumi
dinilai “B” berkat kerja tim
yang solid dan profesional
dalam bekerja. Meski
perkara tidak banyak
dalam setahun, tapiyang
utama adalah pengelolaan

DESEMBER 2017

administratif yang
baik dan pemanfaatan
teknologiinformasi
yang menjadikunci
keberhasilan mereka.

“Perkara disini relatif tidak
banyak, setahun berkisar
antara 250-300 untuk
pidana,dan 20-25 untuk
perdata. Selainitu, baik
pengelolaanarsip dan
sisteminformasiyangada
terbilang mumpunikarena
didukungkerjasamatim
yangsolid,” ujar Junita.

Semangat Menjalankan
Amanah

Kondisi PN Sukabumi saat
inibukan tanpa kendala.
Minimnya pegawai yang
bekerja di PN Sukabumi
seringkalimembuat
pekerjaan yang bersifat
administratif dikerjakan

PENGARBILAN
BARAMG BUKTI TILANG
Dl REIAKSAAN MEGER]

SUKABUN

Y
E |}
T

hanya beberapa orang
saja, meskidari sisihakim
dan panitera sudah
terbilang cukup dalam
menangani bobot perkara
yangada. Hallain yang
memprihatinkan adalah
rumah dinas untuk hakim.

“Hakim di PN Sukabumi
berjumlah 13 orang. Untuk
membentuk 5 majelis
didukungoleh5orang
paniterayang ada saat
ini. Namun pegawai di
sekretariatan tergolong
sangat minim, hanya
sekitar 12 orang saja.
Namun ada hal yang
lebih memprihatinkan,
yaiturumah dinas hakim.
Silahkan dilihat saja
sendiri,” ujar Tri Widodo,
paniterayangbaru
menjabat selama 6 bulan
di PNitu.

www.komisiyudisial.go.id
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Senada yangdiungkapkan
Tri, Dulhusin selaku
pimpinandiPNitujuga
sering dikunjungioleh
pejabat lintas instansi
yang meninjau kondisi
rumah dinas yang sudah
tergolong tidak layak huni.

“Bukan maksudnya kami
menuntut fasilitas, namun
sudah sewajarnya hakim
ingin bekerjanyaman
dengan adanyarumah
yang memadai. Jika
sayaditanyabagaimana
kondisinyaolehinstansi
yang datang kesini, saya
selalu katakan lihat saja
sendiridan begitulah

adanya,” ungkap Dulhusin.

Keterbatasanitu memang
sudah umum dirasakan

® www.komisiyudisial.go.id

oleh hakim yang berada
didaerah, terutamadi PN
tingkat pertama. Sudah
lumrah, namun terkadang
sulit diterima mengingat
tanggungjawab dan
pengabdianyang
mereka berikan pada
Negara bukanhalyang
remeh. Namun ada hal
lainyang membuat
kembalibersemangat
dalam menjalankan
amanahitu, yaitu ketika
Dulhusindiundang

KY untuk menghadiri
pelatihan Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Hakim
diMegamendung, Jawa
Barat, beberapa waktu
lalu.

“Jujur sayamerasa
senangdengan upaya

0O MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

KY dengan mengajak

dan mengingatkan kami
tentang KEPPH. Beberapa
waktu lalu baru saja
sayamerasakan betapa
pentingnya KEPPH ini
menjadipedoman tidak
hanya dalam pekerjaan
tetapi sebagaijatidiri
seorang hakim. Halinilah
yang mulaisaya tularkan
kepada keluarga saya,
makna menjadi seorang
hakim,” ucapayah 7 orang
anakini.

Efek daripelatihan
itumembuat dirinya
benar-benar berusaha
konsisten antara
pikirandan hatinya. la
bekerja dengan penuh
rasatanggungjawab
dan meyakini sudah
seharusnya hakim
berperilaku sepertiitu.

“Saya percaya setiap
hakim yang bersidang
tidak mungkin asal-asalan
dalam memutus, untuk
hakim di PN inisayabisa
pastikan danrasakanitu,”
tegas Dulhusin.

OKTOBER
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Halitujuga pernah
dirasakan oleh Junita,
setahun lalu dirinya
pernah mengikuti
pemaknaan KEPPH
untuk hakim masa

kerja 8-15 Tahun yang
diselenggarakan oleh KY,
diHotel Brajamustika,
Bogor, pada Tahun 2016
lalu.

“Sayamerasakembali
diingatkan tentang
KEPPH pada pelatihan
yangdiselenggarakan KY
diBrajamustika Tahun
2016 yanglalu. Banyak
ilmu yang saya dapat dari
seorang hakim senior Pak
Ansahruldan Ibu Niniek
ElKariem.Bagaimana
seharusnya kami sebagai
hakim hidup dalam
KEPPH,” kenang Junita.

Dengan semangat
memaknai menjadi
seorang hakim
berdasarkan KEPPH,
membuat hati mereka
bergetar dan tergerak
untuk berperilaku
terhormat dan
menjalankanamanah
untuk menegakkan hukum
seadil-adilnya. Dengan
motif ini, hakim di PN
Sukabumiberhasil meraih
capaiandan terus terpacu
untuk meningkatkan
performanya. Dengan
demikian, manfaatnya
dapat dirasakan
masyarakat, yaitu
kepastian hukum dikota
Sukabumiyang tentram
dandamai.[[
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LEBIH DEKAT

Dulhusin lahir pada
12 September 1959 di
Lampung, Sumatera Selatan.
Anak ke-2 dari 6 bersaudara
ini mengaku, keinginannya
menjadi hakim karena
terinspirasioleh hakim
bernama Zaharuddin Utama
yang dulu tinggal didepan
rumahnya.

ini Zaharuddin Utama telah menjadi
Khakim agung. “Ada yang berbeda dari
Pak Zaharuddin bila dibandingkan
dengan Pegawai Negeri Sipil lainnya. la sangat
. _ berwibawa dan punya kharisma. Saat saya
A s ' : — ‘, | kecil, sering saya melihat dirinya selepas pulang
7 Ketua PN Su-kvabumi Dulhus'in - bekerja, menaiki sepeda motor karena memang
W T X \ . rumahnya berhadap-hadapan dengan saya,”
' ' buka Dulhusin.

Kemudian Dulhusin muda mulai mewujudkan
impiannya dan memulai kariernya sebagai
hakim. la mengambil jurusan Hukum di
Universitas Lampung (UNILA).

“Saya terinspirasi menjadi seorang hakim sejak
kecil. Pada tahun 1980, saya kuliah mengambil
jurusan Hukum di UNILA, selesai kuliah di tahun
1985. Begitu mendengar ada pembukaan calon
hakim di tahun 1992, saya ikuti dan alhamdulillah
saya diterima di Mahkamah Agung. Saat itu
hanya dipilih 300 orang dari sekitar 1000-an

% v
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orang yang mendaftar,”
kenang pria asliLampung
ini.

Dulhusin baru diangkat
menjadihakim ditahun
1996 dan ditempatkan
di PN Lubuk Basung.
Setelah 4 tahundisana,
iaditempatkan di PN
Kalianda, PN Aceh,
dantahun berikutnya
ditempatkan di PN Garut.
Saat bekerjadi PN Garut
ia berkesempatan untuk
menuntaskan jenjang
S-2nyadiUniversitas
Pasundan.

Yang menarik selama
perjalanankariernya
adalah saat mengikuti
pelatihan diPadang,
SumateraBarat. la
bertemu dengan

tokoh yangtelah
menginspirasinya selama
ini, Zaharuddin Utama.

“Saat ada pelatihan di
Padang, Pak Zaharuddin
mengisi materidisana.
Saatituiatelah menjadi

seorang Hakim Tinggi
diBengkulu. Tentu saja
sayasangat senang
sekali akhirnya setelah
sekianlama bertemu
dengannya. Meski sejak
kecil bertetanggaan,
namun kami sama sekali

kami tidak pernah ngobrol.

Barulah dipelatihanitu,
saya bisamenyapanya.
Pertemuandengannyaini
lalu saya ceritakan dengan
orangtuasaya,dan
membuat mereka merasa
bangga,” ujarnya sambil
terharu.

Tidak lama kemudian,
Zaharuddin menawarkan
Dulhusin untuk menjadi
asisten diMahkamah
Agung.lasenang
sekalimendengar

halitu. Dulhusin pun
langsung menulis surat
permohonan sebagai
wujud kesediaannya. Usai
tugas sebagai asisten
seorang hakimagung,
Dulhusin menjadi Wakil
Ketua PN Sumber, dan
pada tahun 2016, ia

“Saya selalu bilang kepada

anak-anak agartidak hanya

sekadar bekerja, tetapijuga

harusbelajar mencintaiapa

yang merekakerjakan.”

www.komisiyudisial.go.id

dilantik menjadi Ketua PN
Sukabumihingga kini.

Dulhusin memiliki seorang
istri, 6 orang putri,dan’1
orang putrayang sangat
dicintainya. Keluarganya
selalu diingatkan untuk
senantiasa hidup
sederhana.

“Kepada anak-anak,

saya selaluingatkan
bahwa menjadi hakim
berarti hidup secara
sederhana, tidak bisa
bermewah-mewah.
Mereka juga saya beritahu
bahwa sayahanya
sanggup menyekolahkan
hingga jenjang S-1saja,
selanjutnya terserah pada
mereka,” ucap Dulhusin.

Hakim adalah profesi
yang sangat dicintainya.
Bahkan, telah menjadi
cita-citanyasejak

kecil. Oleh karenaiitu,
iaberusaha untuk
menerapkan kode etik
hakim didalam maupun
diluar kedinasan.
Bahkan, keluarganya
pun diajak untuk
mengimplementasikan
kode etik didalam
kehidupan sehari-hari.

“Saya selalu bilang
kepadaanak-anak agar
tidak hanya sekadar
bekerja, tetapijuga harus
belajar mencintaiapa
yang mereka kerjakan.
Berlakujuga padasaya
sebagaihakim, adalah
karakter sekaligus
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profesiyang saya cintai
sedarikecil. Untuk itu,
mereka saya kenalkan
juga dengan Kode Etik
dan Pedoman Perilaku
Hakim (KEPPH), sehingga
memahamibahwa
sebagai hakim saya hidup
didalamnya, baik saat
bekerja maupun saat saya
bersamamereka.” ungkap
Dulhusin.

lajuga mengimbau
kepada hakim dan
pegawailainnyaagar
bekerja sepenuh hati.
Maka tak jarangdirinya
jika tidak bersidang, ia
sibuk mengurusi hal-hal
kecil dalam pengadilan
yang dipimpinya.

“Sering saya lihat ada
masyarakat datang

ke pengadilan, tapi
karena tidak maurepot
karenaingin diurusi
keperluannya. Contohnya
saat sidang SIM. Ya saya
tegaskan saja, disitu
sudah ada pengumuman
dan ketentuannya.
Silahkan dibacadisana,
ingat sidang SIM tidak
perlu dihadiri, cukup
bayar dendanya melalui
ATMdan ambil berkasnya
dikejaksaan.Halitu
sayalakukan karena
prihatin, ketidaktahuan
mereka nantinya
dimanfaatkan oleh
oknum untuk mengambil
keuntungan darinya.”
pungkas Dulhusin
seraya mengakhiri
perbincangan.[d
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Politik Hukum Pencegahan
dan Penanggulangan
Judicial Corruption

Lembaga Peradilan

POLITIK HUKUM
PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN

JUDICIAL

CORRUPTION

L EMBAGA PERADILAN

Aulia Rahman, 5.H., M.H.

ampai tahun 1999 masih terjadidualisme
S pembinaan hakim, yaknidi bawah Mahkamah

Agung (MA) dan Pemerintah. MA melakukan
pembinaan dibidang teknis yudisial, sedangkan

pemerintah dibidang adminitrasi kepegawaian dan
finansial.

Ketika terjadireformasi, politik hukum pencegahan

dan penanggulangan judicial corruption lembaga
peradilan terwujud dengan cara menjamin kemandirian
(independensi) kekuasaan kehakiman secara secara
eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), untuk kemudian

memutus hubungan pembinaan hakim oleh pemerintah.

Pembinaan hakim, baik yang bersifat kepegawaian,

EDISI
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Salah satu penyebab munculnya
judicial corruption adalah karena
kurang mandirinya kekuasaan
kehakiman.

- finansial, maupun teknis yudisial dilakukan di bawah
- satuatap, yaituMA.

- Dalam perkembangannya, lembaga peradilan melalui

- penyatuatapan pembinaan hakim dibawah MA

- belum berhasil memberikontribusi positif bagi upaya
- penanggulangan judicial corruption. Karena dalam

- kenyataannya, malah ada hakim yang memanfaatkan

© kebebasan dari pengaruh pihak lain sebagai kebebasan
* untuk melakukan korupsi, memainkan perkara, dan
meminta suap.

Terkait dengan adanya fenomena tersebut, pilihan
- politik hukum pencegahan dan penanggulangan judicial
- corruption terwujud dalam perubahan ketiga UUD 1945,

www.komisiyudisial.go.id



dan memperkenalkan
lembaga baru sebagai
lembaga pembantu
(axuiliary institution)
didalam rumpun
kekuasaan kehakiman
yangdisebutdengan
Komisi Yudisial (KY).

KY memiliki wewenang
melakukan pengawasan
terhadap perilaku

hakim. Dapat dikatakan
independensi peradilan
danmembentuk lembaga
KY merupakan pilihan
politik hukum pencegahan
dan penanggulangan
judicial corruption pasca
reformasi.

Bukuinimembahas
tentang sejarahimplikasi
darilahirnyalembagaKY
dalamupaya pencegahan
danpenanggulangan
judicial corruption di
lembaga peradilan.
LahirnyaKY ternyata
tidak otomatis dapat
secaraoptimal mencegah

www.komisiyudisial.go.id

“KY memiliki

wewenang melakukan

pengawasan terhadap

perilaku hakim”

judicial corruption, karena
resisten yang amat besar
darilembaga peradilan
itu sendiri, dalam halini
MA. Ada banyak terjadi
konflik kepentingan
yang menghiasi media
nasionalantara MA
danKY.Puncaknyadi
mana wewenang KY
satu persatudipreteli,
sehingga adakesanKY
menjadilembaga Negara
yang tidak bertajidalam
mencegah terjadinya
judicial corruption.

Bukuinimenganalisa fakta
bahwa yang melemahkan
KY sebagaipilihan politik
hukum pencegahan
danpenanggulangan
judicial corruption
lembaga peradilan
adalah secara hukum
dominasikewenangan
KY berada pada aspek
penanggulangandan
lemah pada aspek
pencegahan.Lemahnya

aspek pencegahan selain
secarahukum, secara
kultural juga disebabkan
oleh paradigmainternal
KY yangmemandang
upaya pencegahan
hanya dalam bentuk
pelatihan, sosialisasidan,
peningkatan kapasitas
hakim.

Kelebihan daribukuini
adalah menijelaskan
secararincitentang aspek
historis dan teoritis dari
politik hukum pencegahan
danpenanggulangan
judicial corruption. Literasi
yang digunakan tidak
sebatas daridalam negeri,
tapijugadiluar negeri.
Bukuinimencantumkan
perbandingan dan teori
tentang keberadaanKY di
luar negeridengan cukup
jelas, sehingga pembaca
mendapatkan gambaran
tentang perbedaan antara
KY dilndonesiadan di
negara lain.

DESEMBER 2017

Dijelaskan pulatentang
peraturan yang mengatur
tentang kewenangan KY
terhadap pencegahan
danpenanggulangan
judicial corruption hingga
pasal-perpasal. Penulis
menganalisis kelebihan
dankelemahandari
pasal diperaturan yang
ada, serta memberikan
rekomendasiterhadap
pasal yang dianggap
kurang kuat.

Kelemahandaribuku

ini, karena merupakan
hasil penelitian dari
penulis, maka tata cara
bertuturnyacenderung
kaku dan sangat teoritis.
Halinimungkin akan
menyebabkan pembaca
awam akankurang tertarik
untuk melirik buku ini.

Bukuinisangat baik
sebagai salah satu literasi
terkait KY danjudicial
corruptiondariaspek
politik pencegahan
danpenanggulangan.
Bukuinimemaparkan
secarajelastentang
evaluasidaripelaksanaan
politik tersebut

disertai penjelasan dan
rekomendasi. Buku ini
sangat disaranakan bagi
paraaparat penegak
hukum, akademisi, dan
mereka yang memiliki
ketertarikan akan aspek
penegakan hukum dari
segiupaya pencegahan
pascareformasi. [
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OTT Hakim,
KY-MA Solid Perkuat
Pembinaan Hakim

)
=\

Lembaga
peradilan kembali
tercoreng karena hakim |
terjaring operasitangkap |
tangan (OTT) oleh
Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK).




Fenomena OTT itu

menunjukkan sistem

pengawasan Mahkamah

Agung (MA) belum berjalan

dengan baik.

www.komisiyudisial.go.id

umat, 6 Oktober
2017 tengah malam
Tim Satgas KPK

secara senyap menangkap
Ketua Pengadilan Tinggi
Manado Sudiwardono di
sebuah hotel di Jakarta
Pusat. Sanghakim terkena
OTT setelah beberapa

jam menerima suap dari
Aditya Anugrah Moha,
salah seoranganggota
DPRRI.

AdityaMoha
memberikan sejumlah
uang kepadaKetua PT
untuk memengaruhi
putusan banding atas
kasus korupsiyang
menjerat ibunya, Marlina
Mona Siahaan yang
juga mantan Bupati
Bolaang Mongondouw
periode 2001-2006

dan 2006-2011. Dalam
OTT, KPKmenemukan
sejumlah uangdikamar
hotel hakim tersebut
yang diduga pemberian
dari Aditya sebagai
pelunasan atas bantuan
“mengamankan putusan
perkara”.

OTTKPK terhadap oknum
hakim bukanlahkali
pertama. Sebelumnya,
KPKjugamelakukan OTT
di PN Bengkulu dan PN
Jakarta Selatandalam
kasus suap penanganan
perkara.

Dalam catatan Komisi
Yudisial, sejak 2012, ada
sekitar 28 orang, baik
yang berprofesisebagai
hakim, panitera, maupun
pegawaidilingkungan MA
dan peradilan dibawahnya
yangterjerat OTT oleh
KPK.Perinciannya, dari
28 orangitu terdiriatas

17 hakim, 9 panitera/
penggantidan sisanya
pegawaipengadilan.
Bahkan, dari48 sidang
majelis kehormatan hakim
(MKH) yang digelar KY dan
MA, ada 22 kasus karena
isu suap dan gratifikasi
yangditerima hakim.

Hal ini menunjukan
korupsidipengadilan
tidak bisa lagi disebut
sebagaioknum. Sebab
kejadian tersebut terus
berulangkali terjadidan
dalamrentang waktu yang
tidak terlalujauh.

Terhadap fenomenaini,
JuruBicaraKY Farid Wajdi
berpandangan bahwa

ada sistem pembinaan
yang kurang berjalandi
MA.“Adanya OTT karena
sistem pembinaan dan
pengawasan yang tidak
berjalan diMA," ujar
mantan Dekan Universitas
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Muhammadiyah
Sumatera Utara (UMSU)
ini.

Beban MA dalam bidang
pengawasan memang
tidak enteng. MA harus
mengawasi sekitar 7 ribu
hakim, 22 ribu aparatur
pengadilan dan 840
pengadilan. Oleh karena
itu, saatiniantaraKY
dan MA sepakat fokus
melakukan sinergi
pembinaan bersama
untuk mencegah OTT.

KY telah melakukan
sejumlah langkah
pencegahan terhadap
potensipelanggaran
perilaku hakim. Misalnya
melalui program
pemantapan dan
pemaknaan Kode Etik
dan Pedoman Perilaku
Hakim (KEPPH) kepada
parahakimdanProgram
Peningkatan Integritas
Hakim (PPIH) kepada
parapencarikeadilandan
aparat penegak hukum
lainnya.

“Jadi, segala upaya
telah dilakukan sangat
serius meski tidak bisa
dikatakan masif karena
terkait anggaran. Selain
itu, terkait waktu dan
jangkauan KY juga belum
dapat menjangkau
seluruh pemangku
kepentinganitu,” kata
Farid.

Darisisipembinaan, KY
juga telah melakukan
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“Jadi, segala upayatelah dilakukan & @'

sangat serius meskitidak bisa

dikatakan masif karena terkait

anggaran. Selain itu, terkait waktu

danjangkauan KY juga belum dapat

menjangkau seluruh pemangku

kepentingan itu,” kata Farid.

pendekatan persuasi
bersama MA kepada
pimpinan lembaga
peradilan untuk
senantiasa menjaga etika.
Para pimpinan hendaknya
dapat melakukan
pengawasandan
memberikan keteladanan
kepada bawahannya.
Halinimenjadikunci
keberhasilandalam
upayamencegah
kemungkinan terjadinya
penyalahgunaan jabatan
dan memperdagangkan
putusan oleh para hakim.

“Pelanggaran pidanaitu
bermula daripelanggaran
etika. Misalnya, adanya
pertemuan antara hakim
dengan para pihak yang
berperkara sehinggaitu
masuk pelanggaran etika

Konmisi YupisiAL
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dankitamemberikan
sanksiuntukitu,” lanjut
Farid.

Jangankan bertemu untuk
membicarakan kasus,
tambah Farid, inisiatif
untuk memfasilitasi
pihak-pihak yang
berperkara pun termasuk
kategoriserius.

Dalam mencegah dan
mengawasi hakimagar
jangan sampai terjerumus
pada perbuatan korupsi,
KY dan MA punya niat
yangsama. “KY dan MA
berupaya mencegah
ataumenutupruang
sesempit mungkin bagi
para mafia hukum.KY
danMAbersamasama
meminimalkan kejahatan
dilembaga peradilan

hanya saja satu baju di
MA dan satu baju KY, tapi
sama-sama memiliki niat
yang sama menangkap
penjahat peradilan,” kata
Farid.

Bahkan pada beberapa
kasus, MA selalu
melibatkan KY. Misalnya
dalam kasus yang
melibatkan orang-orang
kuat dilingkungan
peradilan, diserahkan ke
KY termasuk laporannya
diserahkan ke KY.

Dalam kasus yang
melibatkan perilaku
murni, MA menyerahkan
ke KY.Namun, dalam
konteksisu teknis
yudisial, maka ada
kesepahamanantara
MA danKY. Jikaselama

I\'.
L

Farid Wajdi
Juru Bicara Komisi Yudisial

ini diabaikan, maka
mulaitahun 2017 justru
masuk dalam wilayah
pemeriksaan bersama.
“Inikemajuan besar dalam
kontek komunikasirelasi
antaraMA danKY, kata
Farid.

Selainitu, MAjuga
memfasilitasi KY untuk
lebih jauh melakukan
proses konstitusional.
Sehingga hakimyang
tidak mau diperiksa bisa
terkena sanksi terkait
perilakunya. Jika hakim
tidak bersedia dipanggil
dandiperiksaoleh KY,
maka ketidaksediaannya
sudah dianggap
pelanggaran.

Hakim diawasioleh MA
danKY,namun tetap

www.komisiyudisial.go.id
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terjadi penyalahgunaan.
Seberapatinggiintegritas
hakim saatini? “Ini
menyangkut kemampuan
menahan godaan yang
menyangkut integritas.
Ini yang senantiasakita
bangun. Jika menyangkut
integritas pendekatan
pada keteladan, fasilitas
kesejahteraandanyang
ketiga memasukan
profesihakim profesi
yang mulia. Selain karena
kekuasaannya tapijuga

kerana kebersahajaannya,

itu yang ditanamkan,”
jawab Farid.

Selainitu, menurut
Farid, profesihakimitu
menempuh jalan sunyi
dalam artian hakim tidak
bolehingin terkenal.

Itu konsekuensi pilihan
profesihakim. Bekerja
dalam senyap dan bicara
melalui putusannya.
Profesihakim adalah
profesiyangistimewa,
karena tidak semuaorang

bisa menjadihakim. Selain

itu diisioleh orang biasa

yang diharapkan perilaku
bukan orang biasa.

“Danyang utama adalah
profesihakim diantara
penegak hukum lainnya
merupakan profesiyang
dimasukkan dalam
kitab suci.Iniyang
harus dipahami terkait
integritas. Iniyang terus
kita tanamkan,” katanya.

Pembinaan ini, lanjut
Farid, tidak bisa sekaligus
secara menyeluruh tapi
secarabertahap.Danini
disambut sangat baik oleh
MA termasuk dalam sisi
pembinaan atasan pada
bawahan. “Boleh saja ada
kesan terjadi gesekan
antaraKY dan MA, namun
kita kesankan pada para
hakim bahwa dalam
konteks pelanggaran
etika, KY dan MA bersatu,”
kata Farid.

Namun ada persoalan
menyangkut kemampuan
untuk menangkap
pesandansinyal yang
diberikan KY dan MA.
Pesan yangdisampaikan
tidak tertangkap dengan
baik oleh para hakim.
TermasukisuOTT.
Menurut logika dan

akal sehat tidak akan
mengulangikesalahan
hakim lain yang
tertangkap OTT.

Hakim dengan kekuasaan
yang besar membuat
mereka mudah terlena
sehingga hakim merasa
tidak ada oranglain yang
memantau mereka.

Kemampuan mengasah
sensivitas perkembangan
sosialdanisu peradilan
bersih harus menjadi
prasarat yang dimilikioleh

W
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para hakim. “ltu usaha
yang terus kita galakkan,”
kata Farid.

Masih besar harapanKY
untuk mengembalikan
martabat hakim sebagai
profesiluhur dan
menghindarigodaan
materi. Nilai-nilai
kerendahan hati, hidup
yang harus bersyukur dan
memahamkan kemuliaan
profesi, taruhannya tidak
hanya pada pribadi tapi
padalembagabahkan
agama, danharus
dipahami para hakim.

“Bukan bermaksud
mematikan sifat
kemanusiaan, jika
dianggap sebagai anak tiri
oleh negara, banyak orang
memimpikan profesiini
jadiharus bersyukur.”
pungkas Farid. [

"Hakim dengan kekuasaan

yang besar membuat mereka

mudah terlena sehingga hakim __

merasa tidak ada oranglain yang

memantau mereka”

www.komisiyudisial.go.id
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Paran Komisi Yudisial datam Membudayak an M,—; 5
Podull Peradilan Bersih dan Hrﬂ{n i yarrakat

Kecamatan Povtianak Tings
Ruota Panivnak, 29 Maovemiser 2017

o 5 o

I < e a-r' o lja
Masyarakaw
Awasi Hakim

"-'I-u_..:“

Noercholysh !' ] . :
& Edukasipublik oleh PKY 3
1 | == ) : Kalimantan Barat <
2 a
jakan tersebut tindak tanduk warganya
Adisampaikan adalah Pak RW dan Pak
: saat menggelar RT,” kata Budi Darmawan,
- edukasi publik bertema Koordinator PKY kalbar
000 “Peran Komisi Yudisial dihadapan 50 para ketua
: dalam Membudayakan RW danRT.
] L o - Masyarakat Peduli
Pontianak (Komisi Yudisial) - : peradilanBersihdan Lebih lanjut Budi
. . . - : Bermartabat”, pada menjelaskan, carawarga
Penghubung Komisi Yudisial : Rabu (29/11) di Aula mengawasi para hakim
Republlk Indonesia Wllayah Kantor Kelurahan Saigon, sangat mudah. Misalnya
. Kecamatan Pontianak apabila ada hakimyang
Kalimantan Barat (PKY Timur, Kota Pontianak. berdomisili di wilayah
. : Pontianak Timur, setiap
Kalbar) menga]ak masyarakat - "Melalui pertemuan haripulang ke rumah
: ; - ini, sayamengajak diatasjam12malam,
mengawasi hakim. - bapak-ibu untuk boleh dilaporkan ke KY.
- bersamaKY mengawasi Sebab kalau ada oknum
- hakim.Bapak-ibu para hakim yang setiap pulang
- KetuaRW danketuaRT kantor diatas jam seperti
- sangat berperan untuk itu, tentu menimbulkan
- melakukanini. Sebab pertanyaan. Dapat pula
- yanglebih tahu tentang bilaada hakimyang

Komisi YupisiaL 8?53‘435& 217 www.komisiyudisial.go.id




tidak baik etikannya,
contoh suka main judi
atau mabuk-mabukan
dilingkungan tempat
tinggal, juga tidak boleh
didiamkan.

“Kalau sudah sepertiini,
janganditoleransilagi.
Bapak-ibu bisalangsung
lapor KY. DiKalbar ada 10
PN dan 8 PA, ditambah

"Jujur awalnya saya sama

sekalitidak begitu tahu

banyak tentang tugas dan

fungsi KY. Ternyata tugas

KY sangat berat, yaitu

mengawasi para hakim di

pengadilan”

www.komisiyudisial.go.id

PTUN dan PMil. Jadi
tentu sangat sulit bagi
kamiuntuk melakukan
pengawasan. Atas dasar
itu, tentu harapanKY
adamasyarakat bersedia
membantu melakukan
pengawasan terhadap
hakim,” kata Budi.

Tak hanya mengajak
untuk mengawasi hakim,
Budijuga mengajak
masyarakat Kecamatan
Pontianak Timur untuk
peduli terhadap peradilan
bersih. Langkah ini perlu
didorongagar tercipta
masyarakat yang sadar
akan nilai-nilai keadilan

dankejujuran, sehingga
akhirnya masyarakat
pedulidan berperan
aktif dalam mewujudkan
peradilan bersih.

Camat Pontianak Timur,
Ismail menyambut

baik ajakanKY agar
masyarakat bersedia
membantu untuk
memberikan pengawasan
terhadap hakim. Melalui
sambutan singkatnya
Ismail berpesan, agar
warganya bisa berperan
aktif membantuKY.

“Iniajakan yang positif.
Tentu haruskita
laksanakan. Saya minta
agar paraLurah, Ketua
RW, Ketua RT memulai
mengidentifikasi warga di
lingkungannya. Kalau ada
warganya yang berprofesi
hakim, silakan bantu KY
untuk mengawasinya,”
kata Ismail.

Ismail berterimakasih
kepadaKY yangsudah
bersedia memberikan
edukasikepada
masyarakat tentang
wewenang dan tugas KY.
“Jujur awalnya saya sama
sekali tidak begitu tahu
banyak tentang tugas dan
fungsiKY. Ternyatatugas
KY sangat berat, yaitu
mengawasi para hakimdi
pengadilan,” tutur Ismail.

Faizal Reza, Praktisi Kota
Pontianak juga mengajak
masyarakat agar peduli
dengan penegakan

OKTOBER
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hukum, terutama di
peradilan. Adanya
praktik suap menyuap
diperadilan terjadi
karena masyarakat tidak
perdulidengan lembaga
peradilan. “Coba kalau
masyarakat peduli, tentu
para oknum hakim tidak
berani main perkara,”
pungkas Reza.

Edukasi Publik kali

ini cukup membuat
masyarakat antusias.
Buktinya begitu dibuka
sesitanyajawab, sangat
ramai para penanya
mengajukan pertanyaan.
Rasaingin tahu
masyarakat tentang KY
sangat tinggi.

KY Tidak Dapat
Merubah Putusan
Peradilan

Dalamrangka
mengenalkan dan
mendekatkan diridengan
masyarakat, Penghubung
Komisi Yudisial Republik
Indonesia Wilayah Nusa
Tenggara Timur (PKY
NTT) menyelenggarakan
Sosialisasi Kelembagaan
Komisi Yudisial Rl dan
Kode Etik Pedomaan
Perilaku Hakim (KEPPH).

Sosialisasiyang
dilaksanakandiAula
Kantor Kelurahan Oebufu,
Kecamatan Kupang
Tengah, Kabupaten
Kupang berlansung pada
hari Jumat (18/12). Hadir
perwakilan perwakilan

EDISI
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RT,RW, Posyandu,
Dasawisma dan Tokoh
Masyarakat Kelurahan
Oebufu.

Dalam pembukaan

oleh Zet Batmalo

selaku Lurah Oebufu,
beliau menyampaikan
terimakasih kepada PKY
NTT yang telah hadir

Edukasi publik oleh PKY
Nusa Tenggara Timur

untuk mensosialisasikan
KelembagaanKY di
Kelurahan Oebufu,
sekaligus membangun
silaturahmidengan warga
dikelurahan Oebufu.

“Kamijuga sudah
mendapat informasi
bahwa KY NTT akan
menempatigedung kantor
baru dikelurahan kami.
Kiranya pertemuanini
dapat memberikan kita

Komisi Yupisiay, | Sxtoser

pencerahandaninformasi
tentangapa wewenang
dantugaslembagaini
kepada masyarakat,” ujar
ZetBamalo.

Koordinator PKY NTT
Rudolfus Tallan selaku
narasumber dalam
kegiatan tersebut
menjelaskan tentang

wewenang dan tugas KY.
Antusiasme masyarakat
dalam mengenal KY
ternyata cuku besar.
Terbukti saat membuka
sesitanyajawab,
masyarakat banyak yang
mengajukan pertanyaan.

Ketua RW 08 Bapak Hili,
menanyakan mengapa
KY dalam merekrut CHA
harus melalui pesetujuan
DPR.

DESEMBER 2017

“Inikan tidak independen.
Semuatahukalau

sudah masuk DPR pasti
bermasalah, kedua,
apakah hakim-hakimdi
NTT sudah menjalankan
tugasnya secara mulia?”
tanya Hili.

Rudolfus menjawab
pertanyaan terkaitan

semuanya menjalankan
profesinya dengan mulia.
Buktinya banyak laporan
masyarakat maupun
pemberhentian beberapa
hakim diwilayah PT
Kupang (KPN Rote Ndao,
hakim di PN Kupang dan
Tipikor). Inimemang
masih menjadi PR kita
bersama,”jawab Rudolfus.

"KY tidak bisa merubah

rekrutmen CHA, ini
perintah UUD, dan

secara teoripembagian
kekuasaan dilndonesia
tidak tuntas. Harus
dimaknaibahwa tujuannya
untuk saling kontrol dan
mengimbangi peran dalam
kekuasaan negara.

“Terkait hakim,

harus diakuibahwa
hakim-hakimkita
khusunyadiNTT belum

Adajuga pertanyaan
tentang apakah hakim
yang dinyatakanKY
bersalah dapat membuat
putusanya menjadibatal?

“KY tidak bisa merubah
putusankarenaitu teknis
yudisial . Perubahan
putusan hanya melalui
upaya hukumbanding,
kasasi, PK.KY hanya
menangani terkait etika
saja,” tegas Rudolfus.

www.komisiyudisial.go.id



KELUHURAN
INTEGRITAS

Farid Wajdi

"Wahaiorang-orang beriman! Bertakwalah

kamu kepada Allah dan jadilah kamu
(hidup) bersama orang-orang yang —
jujur” (QS. At-Taubah, 9: 119).

bdullah bin Dinar mengisahkan, suatu hari
Adia berjalan bersama Amirul Mukminin

Khalifah Umar bin Khattab dari Madinah
menuju Makkah. Di tengah perjalanan, beliau
bertemu dengan seorang anak gembala. Lalu, timbul
dalam hati Khalifah Umar untuk menguji kejujuran

dan keamanahan sianak gembalaitu. Selanjutnya,
terjadilah dialog berikut ini.

“Wahaianak gembala, juallah kepadaku seekor anak
kambing dariternakmuitul” ujar Amirul Mukminin.

“Aku hanya seorang budak,” jawab si gembala.

Umar bin Khattab berkata lagi, sambil membujuk:
“Kambingitu amat banyak. Apakah majikanmu
tahujumlahnya? Apakah dia suka memeriksa dan
menghitungnya?”

www.komisiyudisial.go.id

. Dijawab oleh anak tersebut dengan mantap:

- “Tidak, majikanku tidak tahu berapa ekor jumlah
kambingnya. Dia tidak tahu berapa kambing

- yang matidan berapa yang lahir. Dia tidak pernah
- memeriksadan menghitungnya.”

- Umar bin Khattab terus mencoba membujuk: “Kalau

- begitu hilang satu ekor kambing, majikanmu tidak

- akantahu. Atau katakan saja nanti pada tuanmu, anak
- kambingitu dimakan serigala. Iniuangnya, terimalah!
- Ambil saja buat kamu untuk membeli baju atauroti.”

- Anak gembala tetap tidak terbujuk dan mengabaikan
- uangyangdisodorkan oleh Umar.”

- Anak gembala tersebut diam sejenak, ditatapnya
. wajah Khalifah Umar bin Khattab, lalu keluar
. daribibirnya perkataan yang menggetarkan hati
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Khalifah Umar, “Jika
Tuanmenyuruh saya
berbohong, lalu dimana
Allah? Bukankah Allah
Maha Melihat? Apakah
Tuan tidak yakin bahwa
Allah pastimengetahui
siapayangberdusta?”

ltulah sekelumit

makna integritas dan
tentu masih banyak
percikan perilaku yang
menunjukkkan keluhuran
integritas. Integritas
(integrity)

bermakna kejujuran,
ketulusan hati,

keutuhan dan sempurna,
tidak ada cacat.
Lawandariintegritas
adalah hipocricy atau
kemunafikan. Tetapilawan
kataintegritas yang paling
tepat bagiStepenL. Carter
(1999) adalah korupsi,
yaknilolosnya segala
sesuatu yangdiketahui
keliru.
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Dalam literatur Islam,
istilah yang dekat
untuk term ‘integritas’
adalahihsan, yakni
yang membawa kepada
kesadaran atas segala
tindakan perilaku hidup
dalam kehidupan yang
senantiasa merasadiri
inidiawasioleh Allah
SangKhalik. Sikap
ihsan (seseorang yang
berintegritas) akan
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melakukan segala sesuatu
denganbaik danbenar,
kendati tak seorangpun
melihat atau tahu apayang
dilakukannya.

Integritas merupakan
unsur fundamental bagi
seseorang. Integritas
memberikan kuasa
kepada kata-kata,
memberikan kekuatan
bagirencana-rencanadan
memberikan daya (force)
bagi tindakan. Integritas
adalah sikap teguh pada
seperangkat aturan moral
atau kode etik, tanpa
tergoyahkan dan tetap
kokoh (istigomah), utuh,
serta tidak mendua hati.
CelliRossa mengutip
Andreas Harefa (2008)
menjelaskan bahwa

integritasitu dapat
diartikan menjaditiga
tindakan kunci (key
action) yang dapat diamati
(observable) yaitu:

Pertama, menunjukkan
kejujuran (demonstrate
honesty), yaitu bekerja
denganoranglain
secarajujur danbenar,
menyajikaninformasi
secaralengkap dan akurat.

Kedua, memenuhi
komitmen (keeping
commitment), yaitu
melakukan apayang
telah dijanjikan, tidak
membocorkan atau
mampu rahasia.

Ketiga, berperilaku
secarakonsisten (behave

www.komisiyudisial.go.id
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pada seperangkat aturan

moral atau kode etik, tanpa

tergoyahkan dan tetap kokoh

(istiqgomah), utuh, serta tidak

consistently), yaitu
menunjukkan tidak adanya
kesenjangan antarakata
dan perbuatan.

Dariintegritasitu
kemudian memantul sikap
konsistensidan keteguhan
yang tak tergoyahkan
dalam menjunjungtinggi
nilai-nilai luhur dan
keyakinan serta prinsip.
Integritas bertautan pula
dengansikap kejujurandan
kebenaran daritindakan
seseorang. Termasuk

juga keluhuranintegritas,
yaknikesediaan untuk
menegakkan keadilan (QS.
An-nisa’, 4:135).

Tetapi StepenR.

Covey (2006) masih
membedakan makna
kejujurandanintegritas.
Menurutnya, kejujuranitu
berarti menyampaikan
kebenaran, dan
ucapannya sesuai
dengan kenyataan. Lalu,
integritas membuktikan
tindakannya sesuai

www.komisiyudisial.go.id

mendua hati”

denganucapannya. Orang
yang memilikiintegritas
dan kejujuran akan
menunjukkan otentitas
dirinya sebagaiorang yang
bertanggung-jawab dan
berdedikasi.

Orangyangberintegritas
dipercayaikarena
ucapannyajuga menjadi
tindakannya. Berintegritas
karena mulut dan hatinya
tidak bertengkar. Tiada
pertentangan sikap, karena
memiliki pendirian dan
punya komitmen dalam
setiap amalannya (QS.
Fushilat, 41:30).

Kualitas integritas terlihat
pada keutuhanyang
berasal paduan kejujuran
dan konsistensi (QS.
Al-Bagarah, 2:42).Orang
yang berintegritas akan
mendapat kepercayaan
dariorangdisekelilingnya,
komunitasnya atau dari
siapapun yang mengenal
karakternya (QS. Al-Anam,
6:82).

Orangyang berintegritas
tidak akan mengorbankan
diri, kemuliaan profesi,
danjabatanhanya

untuk uang, jabatan,

atau untuk kepentingan
sesaat. Keteguhan sikap
demikian melahirkan sikap
profesional yang memiliki
kualitas danintegritas

tinggi.

Secaraaktualguna
mendukung penguatan
integritas diperlukan pula
penguatan etika. Perlu
dipahamibahwa etika
terkandung tidak hanya
dalamajaranagama

dan ketentuan hukum,
tetapijuga dalamsocial
decorum berupa adat
istiadat dan nilailuhur
sosial budaya. Etika
tidak berkaitan dengan
pembuatan regulasi,
sebab faktanya semakin
banyak peraturan dibuat,
semakin jauh manusia
itu darikeadilan (Cicero,
filosof Romawikuno).

AzyumardiAzra (2017)
menjelaskan sepatutnya
etika mestidipahami
sebagaisejumlah
bentuk perbuatan baik
atau kebajikan yang
mestidijalankan dan
perbuatan buruk yang
mestiditinggalkan seperti:
baik dan buruk; benar
dan salah; kebajikan

dan kemungkaran;
manfaat dan mudarat;
kehati-hatian dan
kelalaian; karakter dan
keurakan.
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Selainitu, jika merujuk
pada etika pada

kearifan masyarakat
sesungguhnya terdapat
banyaknilaibudaya -yang
sering tumpang tindih dan
berpadudengan nilaidan
ajaran agama- sepertietos
kerja yang tinggi untuk
menjalankan tugas sebaik
mungkin; disiplin dalam
pelaksanaan pekerjaan
dantugas;jujur dalam
pelaksanaan tugas;
amanah dalam memegang
setiap tanggung jawab;
bertanggungjawab
(akuntabel) dalam tugas;
adildalam menghadapi
dan menyelesaikan
berbagai masalah; malu
melakukan kesalahan;
dan patuh padatatanan
hukum, ketentuandan
ketertiban.

Masalahnyadalam
praktiknya nilai-nilai
tersebut tidak bisa berdiri
sendiri, sebab etika lebih
merupakanimbauan
moral daripada kewajiban
yang mestidilaksanakan
lengkap dengan
sanksi-sanksi hukumnya.
Karenaitu, aktualisasi
nilai-nilaiitu selain
memerlukan sosialisasi
dan pembudayaan

terus menerus, juga
meniscayakan dukungan
penegakan hukum
konsisten, yang memiliki
kekuatan memaksa,
sehingga nilai-nilai
tersebut benar-benar
teraktualisasidalam
kehidupan pribadi,
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masyarakat dan negara
bangsa.

Pantulanintegritas
terlihat pada pemuliaan
hidup yang menempatkan
manusia dalam hidupnya,
yakni senantiasa berbuat
untuk kemaslahatan
manusia. “Sebaik-baiknya
manusia adalah mereka
yang bermanfaat untuk
manusia lainnya” (HR.
Thabranidan Daruquthni).

Jadi, darikeluhuran
integritas pribadi
tecermin pola pikir, sikap
jiwa, dan gerakan hati
nurani seseorang yang
dimanifestasikan dalam
ucapan, tindakan dan
perilaku:jujur, konsisten,
berkomitmen, objektif,
beranibersikap dan siap
menerimarisiko, serta
disiplin dan bertanggung
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jawab (Abdullah
Hehamahua, 2016).

Analogikeluhuran
integritas menjadi

hilang manakala
seseorang ‘berkompromi’
dengantema-tema
kejahatan, keburukan,
dan hal-ihwal yang
bersifat kerusakan. Tentu
lebih celakalagi, jika
seseorang terdengar baik
dalam berteorinamun
ternyata yangdiperbuat
jauh panggangdariapi.
Membiarkan pecah kongsi
otak, mulut dan hati.

Akhirnya meminjam
Faisal Basri(2015)
integritas tidak akan
hadir hanyadengan
dipidatokan. Masyarakat
berintegritas tidak
muncul karena menjadi
mata pelajaran di
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sekolah-sekolah.
Melainkan, integritas
akan mengemukajika
terinternalisasilewat
mekanisme insentif
dandisinsentif dan
dipancarkanoleh para
pemimpin formal dan
informal.

Integritas adalah

sebuah keunggulan

diri pribadiyang
menjadikan seseorang
hidup lebih sehat dan
tanpabeban, karena
mereka menjalankan
hidupnya jauh darianeka
kepura-puraandan
kepalsuan.

Keluhuranintegritas
bakal terlihat kepada
perilaku kesalihan ibadah
(hablumminallah),
kesalihan sosial
(hablumminannas),
dan kesalihan politik atau
kesalihan kepemimpinan
(siyasah) dariseseorang,
komunitas atau pemegang
mandat profesiatau
pejabat publik.

Faisal Basri
melanjutkan bahwa
catatan sejarah
menukilkan banyak
parapenegak
hukumyang
berintegritas. Banyak
guruyang penuh

dedikasidan

berkarakter, dan
banyak pemimpinbangsa
yang berkepribadian
terpuji. Banyak kepala
daerah yang melakukan

pembaruan nyata tanpa
kerap mengampanyekan
dirinya dimedia massa.

Satpam atau pembersih
kantor yang menyerahkan
jutaanuangyang
ditemukannya ketika
bertugas karena

merasa bukan haknya.
Benih-benihintegritas
adadalam masyarakat
maupun pribadi-pribadi
manusiaIndonesia.
Namun benih-benih
kebaikanitu tertutup
oleh praktik-praktik

tak terpujiyang setiap
haridijumpai, terutama
yangdipamerkan para
penegak hukumdan elit
pemimpin. Wallahu a’lam
bishshawab!

Bagi pribadiyang tidak
berintegritas berpotensi
mengalaminasib malang
dalam perjalanan
hidupnya jika tidak mau
berbenahdiri. Bagiyang
hanya memikirkan diri
sendiri, tidak memupuk
modal sosial atau

tidak peduli terhadap
sekelilingnya -apalagi
terhadap kelompok
masyarakat yang lemah-
sangat berpotensi
mengalami ekslusi sosial.
Tidak ada yangmenolong
ketika menghadapi
kesulitan, dan ketika tiba
ajalnya tak banyak sanak
familidanhandaitaulan
yang mengantarkan
jasadnya ke penguburan.
Na'udzubillahimin dzalik!
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PRAKTIK KKN DAN

INKONSISTENSI
TERHADAP PENERAPAN
PRINSIP INDEPENDENSI

Ikhsan Azhar! o000O

Adabanyak pendapat yang menyatakan

Pengantar bila hakim merupakan profesi yang
amundalam tulisan eqaq s ..
Nim' penulis hanya akan memiliki peran dan posisi yang sangat
pendapaTe”gura"‘a” dua sentral dalam penegakan hukum dan
keadilan.

Pertama, pendapat yang
diutarakan oleh Roeslan Saleh,
yang dikutip Shidarta dkk (2011)
dalam buku Penerapan dan
Penemuan Hukum dalam Putusan
Hakim. Digambarkan profesihakim
sebagai “pergulatan kemanusiaan”.
Maksudnya adalah dengan tugas
yang begitu mulia, energi hakim
begitu terkuras, karenaiaharus
menjalani sebuah pergulatan
batin. Hakim harus membuat
pilihan-pilihan yang tidak mudah.
Hakim yang menyadaridirinya
benar-benar bahwa dalam dirinya
terjadi pergulatan kemanusiaan
dihadapkan pada aturan hukum,
fakta-fakta, argumenjaksa,
argumen terdakwa, dan advokat
dan lebih dariitu, harus meletakan
telinganya dijantung masyarakat.

1 Analis Komisi Yudisial
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Kedua, adalah pendapat
dariRoscoe Pound.
lamenegaskan "tidak
berjalannya penegakan
hukum sebagaimana
yang diharapkan lebih
disebabkan karena faktor
sumberdaya manusia
ketimbang faktor hukum
itu sendiri”.

Berdasarkan pandangan
diatas, maka dapat
dikatakan bahwa salah
satumanajemen jabatan
hakim, yaitu seleksi
menjadiproses yang
begitu penting. Karena
diprosesitulah yang
melakukan seleksibisa
melihat apakah sang
calon sudah memenuhi
kualifikasiyang
ditetapkan. Namun sangat
disayangkan sejak praktik
satu atap sebagai simbol
independensi kekuasaan
kehakiman hingga
saatinipelaksanaan
seleksihakim masih
menyisakan masalah.
Atas dasar itu menarik
kemudian untuk mengkaji
problematika seleksi
hakim dan merumuskan
solusi-solusinya.

Hakim

Padatahun 1999, salah
satu tonggak perbaikan
hukum berhasil
diwujudkan. Perwujudan
tersebut bisadilihat di
dalamUndang-Undang
Nomor 35 tahun 1999
tentang Perubahan
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- atasUndang-Undang

- (UU) Nomor 14

- tahun1970 tentang

- Ketentuan-Ketentuan

- Pokok Kekuasaan

- Kehakiman. Jika didalam
- UUNomor 14 tahun 1970,
khususnya Pasal 11ayat
* (1) mengatur dualisme

© kekuasaan kehakiman,
yang dianggap sebagai

- permasalahan besar

- penegakan hukum. Hal

- inidikarenakan lembaga
- yudikatif tidak mandiri,
- bahkanmungkin sering :
- diintervensioleh eksekutif. -

- Namundidalam UU

- Nomor 35 Tahun 1999
- malah terjadi sebaliknya.
- DiPasal1ayat (1) sudah
menghapus dualisme
tersebutdengan
menjadikan Mahkamah
Agung (MA) sebagai

- satu-satunyalembaga
- yangmelaksanakan

- kewenangan

- organisatoris,

- administratif, dan

- finansial.

- Meskiadanya fakta

- tersebut, bukan berarti
- perjuangan untuk

© memperbaiki hukum di
Problematika Seleksi :
: Realitasnya UU Nomor 35
© Tahun 1999 belum diikuti
juga dengan pengaturan
- normadan praktik satu

- atapyangseharusnya

- dilaksanakan oleh MA

- sebagaipelaksana

- tertinggi kekuasaan

- kehakiman. Atas dasar itu
- Konsorsium Reformasi

Indonesia sudah selesai.

- Hukum Nasional (KRHN)
- danlembagaKajian

- dan Advokasiuntuk

- Independensi Peradilan
- (LeiP) melalui position

- paper yang berjudul

© “Menuju Independensi
* Kekuasaan Kehakiman”
© (1999) melihat perlunya
© solusi terhadap
permasalahan dualisme
dalam seleksi. Adapun
- solusiyangdiusulkan

- adalah salah satunya

- tercorengdengan fakta

- adanya beberapa praktik
- KKN dalam pelaksanaan
- seleksimandiriMA.

: Faktaitu dijelaskanoleh
© Komisi Hukum Nasional
(KHN) dalamrisetnya

- yangdilakukanditahun
- 2005. Berdasarkan

- penelitian KHN tersebut
- yangdikutip dari

- pemberitaan detik.

- com, “Hakim Agung

“Dari Roscoe Pound.

Iamenegaskan "Tidak

berjalannya penegakan hukum

sebagaimanayang diharapkan

lebih disebabkan karena

faktor sumberdaya manusia

ketimbang faktor hukum itu

- merevisi UU Nomor 14
- Tahun1970.

- Menindaklanjutiusulan
* tersebut, ditahun

© 2003, dualisme dalam

: pelaksanaan seleksi
dihapus, dan dimulainya
eramandirinya MA

- melaksanakan seleksi

- hakim.Namun sangat

- disayangkan, harapan

- yangbegitubesar akan
- adanya perbaikan seleksi
- dengan dilakukan secara
- mandirioleh MA malah

sendiri”

© ‘Membonsai'KY, KHN:
© SeleksiHakim ala MA
Rawan Suap dan KKN
ditemukan beberapa

- praktik KKN bahwa

- pesertayanglolos

- sebagianmempunyai
- hubungan dengan pejabat
- dariinstansiterkait,

- mempunyai hubungan
- denganorangMA, dan
- praktik suap.

- Denganadanya temuan
- penelitian seperti
. itu, KHN kemudian
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“...pembuat UU menyadari perlunya

pelibatan lembaga lain untuk

mengurangiadanya praktik KKN
dalam proses seleksi, dan menjadi

proses seleksiberlangusng

transparan, serta akuntabel”

merekomendasikan
pelaksanaanrekrutmen
secaraterbukadengan
proses seleksiyang
transparan, jujur, adil, dan
akuntabel. Tanpaadanya
proses seleksidemikian
dikhawatirkan hasilnya
tidak maksimal. Untuk
menegaskan hal tersebut,
KHN juga menyebutkan
bahwa pertimbangan
dariparacalon hakim dan
hakim yang dijadikan
responden adalah
pembenahan terhadap
kualifikasi pelaksana
seleksicakim dengan
mempertimbangkan
keikutsertaan pihak luar
MA.

Selanjutnya, sebagai
bentuk respon terhadap
usulandariKHN, pembuat
UU ditahun 2009
langsung melakukan
perubahan padaempat
UU bidang peradilan,
yaitu UU Kekuasaan
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- Kehakiman (UU Nomor
48 Tahun2009),UU

- Peradilan Umum (UU

- Nomor 49 Tahun 2009),
- UU Peradilan Tata Usaha
© Negara (UUNomor 50

© Tahun2009), danUU
Peradilan Agama (UU
Nomor 51 Tahun 2009).

- Dalam pasal-pasal yang
- diatur didalam keempat
- UUtersebut menyebutkan -
- pelaksanaan seleksi

- dilakukan bersamaoleh
* MAdanKY,dimana

- ketentuan lebih lanjut

© mengenai proses seleksi
© diatur bersama oleh MA
danKY.

Artinya adalah pembuat
- UUmenyadariperlunya

- pelibatan lembaga lain

- untuk mengurangi

- adanya praktik KKN

- dalam proses seleksi,dan
- menjadi proses seleksi

- berlangusng transparan,
serta akuntabel.

- Belumjuga UU tersebut
- dilaksanakan, terdapat 2
- duapermasalahanyang
- muncul, yaitu:

© Pada Oktober 2010,
. setelah berlakunya
- empatUUiniMAtetap

melaksanakan seleksi

- hakim sendiritanpa

- melibatkan KY. Hal

- initentunyasudah

- bertentangan denganisu
- Uu;

- Meskisudah melakukan
- beberapakalipertemuan
© untuk membahas

: peraturan bersama
mengenai seleksi, bahkan
- sudah hampr selesai,

- tiba-tibaditahun 2015

- sejumlah hakimagung

- bertindak mewakili [katan
- HakimIndonesia (IKAHI)
- mengajukan permohonan

KAJIAN

- pengujian UU Nomor

- 49Tahun2009,UU

- Nomor 50 Tahun 2009,
- danUU Nomor 51 Tahun
2009 ke Mahkamah

© Konstitusi (MK).

* Pemohon mendalilkan

© kata“bersama”dan frasa
“dan Komisi Yudisial
- dalam ketentuan Pasal

- 14Aayat (2),danayat (3)
- UUtentang Peradilan

- Umum, Pasal13A ayat (2),
- danayat (3) UU tentang

- Peradilan Agama, Pasal
- 14Aayat (2),danayat (3)
- UUtentang Peradilan

© TataUsahaNegara

: bertentangandengan
Pasal 24 ayat (1), Pasal
24Bayat (1), dan Pasal

- 28Dayat (1) UUD 1945.

”

Dalam permohonan
- pemohon, pada dasarnya
- pemohon menyatakan

OKTORER K Yi
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keterlibatan KY dalam
seleksipengangkatan
hakim pengadilan negeri,
pengadilanagama, dan
pengadilan tatausaha
negara akan merusak
sistem kekuasaan
kehakiman yang dijamin
oleh konstitusikarena
adanya “segala campur
tangandalamurusan
peradilan oleh pihak lain di
luar kekuasaan kehakiman
dilarang, kecuali dalam
hal-hal sebagaimana
dimaksud dalam UUD
1945, Artinya adalah MA
ingin tetap melaksanakan
seleksihakim secara
mandiri.

Yang sangat disayangkan
adalah upaya perbaikan
seleksiagar tidak tercipta
lagi praktik KKN dengan
melibatkan lembaga

lain, dalam haliniKY,
dibatalkan oleh MK. MK
dalam putusan Nomor
43/PUU-XII/2015
mengabulkan
permohonan para
Pemohon. MK

- menyatakan sepanjang
- kata “bersama” dan frasa
- “dan Komisi Yudisial”

- dalamKetentuan Pasal
- 14Aayat (2),danayat (3)
- UU tentang Peradilan

- Umum, Pasal 13A ayat (2),
© danayat (3) UUtentang
Peradilan Agama, Pasal
- 14Aayat (2),danayat (3)
- UUtentang Peradilan

- TataUsahaNegara

- bertentangandengan

- UUD 1945 dan tidak

- mempunyaikekuatan

- hukum mengikat.

© Selanjutnyaditahun

© 2017 muncul lagi sebuah
keanehan, dan seharusnya
* sebuah masalah, adalah
pelaksanaan seleksi

- pengadaan hakim

- dilakukan oleh MA dengan
- melibatkan pemerintah.

- Perihalinibisadilihat

- dalam Peraturan

- MANomor 2 Tahun

- 2017 tentang Seleksi

- Pengadaan Hakim.

Kenapa disebutkan
. keanehan? KarenaMA

“...pelibatanlembaga

independen seperti KY dalam

proses seleksi bukanlah sebuah

masalah, melainkan solusi

untuk memerangi praktik KKN

dalam pelaksanaan seleksi..."
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- tidak menegakkan prinsip
- independensisecara

- konsisten. Meskitelah ada
- fakta bahwa kemandirian
- pelaksanaan seleksidi

- tahun 2003 memang

- sebuah keniscayaan, dan
- kemudian dipertegas

: dengan putusan MA

: perilhal pelibatan KY
dalam pelaksanaan seleksi
- telahmelanggar prinsip
- independensikekuasaan
- kehakiman, tapimalah

- melibatkan pemerintah
- dalam proses seleksi.

- Artinyaadalah bisa

- dikatakan halini sebagai
- tanda pelaksanaan

- seleksikembalikejaman
- ordebarudanlama,

- adanyadualisme dalam
- pelaksanaan seleksi

* hakim, dan prinsip
independensidianggap
dilanggar kalau yang

- terlibatadalah KY.

- Selainitu, adalah tidak

- mendukung temuan

- hasilrisetKHN yang

- menginginkan pelibatan
- lembagalainyang

- independen sepertiKY

- dalam seleksihakim

- agar praktik KKN tidak

- ditemukan lagi.

Mengingat sejak tahun

- 2016 hingga sekarang

- terdapat saturancangan

- UUyang menjadibagian

- dariprogram legislasi

- nasional untuk dibahas,

- yaitu RUU Jabatan Hakim,
- maka menjadi sebuah

- keniscayaan pelaksanaan
- seleksidilakukan setelah

- RUUiniditetapkandan

- disahkan. Bukan diabaikan
- dengan pertimbangan
kekurangan hakim.

Yang perludiperhatikan
© disiniadalahRUUiini
 lahir karenanorma
yang menyebutkan

- hakim sebagai pejabat
- negarabelumdiikuti

- denganpengaturan

- normamanajemen

- hakim sebagai pejabat
- negara. Artinya adalah
- terlepas dengan peran
- dariyang begitu sentral
- danmulia, pembuat UU
- seakan mengharapkan
- pelaksanaan seleksi

© tidak lagi menyisakan

© temuan masalah KKN,
tapijuga mau memikirkan
mekanisme seleksihakim
- yang berstatus pejabat
- negara.

- Pengharapanbarubisa
- terwujudjika adaitikad
- baik dariMA untuk

- tidak lagimelaksanakan
- proses seleksihakim

© tanpamenunggu RUU

* Jabatan Hakim disahkan,
: - sertamemahamibahwa
 RUU Jabatan Hakim :

. sebagaiOase

. pelibatanlembaga

© independen sepertiKY

© dalam proses seleksi
bukanlah sebuah masalah,
- melainkan solusiuntuk

- memerangi praktik KKN

- dalam pelaksanaan

- seleksi, sertamenjamin

- adanyaorangyang

- profesional yang bisa lulus
- seleksi.[®
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KORPORASI

SEBAGAI SUBYEK
TINDAK PIDANA

A.J Day

enurut hukum perdata, sejak dulu dikenal
Mbahwa subyek hukum disamping manusia

yang disebut Natuurlijke Persoon ada pula
Recht Persoon yaitu pendukung hak dan kewajiban
bukan manusia. Pembagian atas Natuurlijke Persoon
dengan Recht Persoon inibersumber dariajaran
Hukum Alam (Natuur Rechtleer) yang beranggapan
mausia secara alamiah adalah pendukung hak
dan kewajiban, sedangkan Recht Persoon menjadi
Persoon karena hukum positiflah maka korporasi atau
Recht Persoon menjadi pendukung hak dan kewajiban
disamping manusia. Jadi baik manusia maupun
koorporasidalam hukum perdata adalah subyek
hukum.

Istilah korporasi atau corporatie sudah kita jumpai di
dalam Peraturan

Hukum Acara Perdata, bagiRaad V Justitie yaitu
Pengadilan Tinggi pada masa kolonial bagi orang
Eropayangdipersoalkan dalam tulisan ini.

www.komisiyudisial.go.id

KUHP Indonesia mulai berlaku sah 1918 yang sifatnya
unifikasi menggantikan KUHP yang dualistis yakni:

a. KUHPuntukorangEropa
b. KUHPuntukorangPribumi

Berdasarkan asas Konkordansi, maka KUHP Indonesia
adalah samadengan Ned Wetboek Van Strafrecht
diBelanda 1886 dengan beberapa pengecualian.
Pertanyaannya apakah adalah, baik di Belanda
maupun diIndonesia korporasi merupakan subjek
hukum pidana dan dapat bertanggungjawab serta
dapat dipidana. Sistem Common Law yang semula
juga berdasar atas asas bahwa pelaku tindak pidana
disyaratkan adanya Actus Reus yaitu perbuatan yang
dapat dipidanaisamping adanya Mens Rea yaitu sikap
batin atau Criminal Mind yang tentu tidak dimiliki oleh
korporasi. Dalam perkembangannya maka pengadilan
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kemudian menentukan
corporate are Criminaly
Liable atas perbuatan yang
dilakukan oleh Corporate
Directors, Officers and
Employes yangjugasecara
pribadi dapat bertanggung
jawab atas tindak pidana
yangdilakukan. Sejak
1872 pada Penal Code
1872 maupun General Ordi
Nance 1888 dan beberapa
perundang-undangan
yang lainnya Corporatie
atau Company atau
Association Or Body

Or Persons Wether
Incoporated or Not adalah
Criminal Responsible.

Perkembangannya pada
Common Law System
yangjuga semula
Corporation, tidak
mempunyai Criminal Mind,
(Mensrea) untuk dapat
dipertanggungjawabkan
secara pidana adalah,
melalui proses pengadilan,
dengan putusan hakimlah
yang secara pragmatic
menyatakan Corporations
ArelLiable. Karenajelas
pulabahwa korporasi
tidak dapat berbuat

atau Actus Reus apalagi
Mensreamaka Actus
Reusnya dilakukan oleh
manager, Agentsdan para
employees. Merekainijuga
bertanggungjawab atas
perbuatan yang dilakukan
oleh mereka secara
pribadiuntuk kepentingan
korporasi. Perkembangan
selanjutnyaialah

juga korporasidapat
bertanggungjawab secara

EDISI
Konmisi YupisiAL

OKTOBER
DESEMBER 2017

pidanaatau Criminal
Liable, atas perbuatan
pidana bawahannya.
Untuk bertanggung
jawab secara pidana
atas perbuatan pidana
bawahannya diisyaratkan
bahwa mereka tidak
melakukan supervisi
denganbaik dan benar
atas bawahannya.
Perkembangan pada
hukum pidana materiil
juga membawa
perkembangan pada
hukum pidana formil.
Selainitumaka pihak
yangdirugikan dapat
jugamenempuh Civil Tort
Actions atau gugatan
perdata.

Terlihat bahwa di sistem
Common Law, berlaku
apayangdisebut Strict
Liabllity yaitu Liabelity
Without Fault, yang
kemudian dikaitkan
denganapa yangdisebut
vicarious liability, yaitu
bertanggung jawab untuk
perbuatanoranglain. Juga

padasystem Common Law
diperlakukan strict liability,

namun ada 4 (empat)

hal yaitu without public
nuisance criminal liable,
blasphemaus liable yang

dipublis Contemp of Court,

yang kemudian diatur
dalam Contempt of Court

Act 1981, yang secara tegas

dinyatakan berlakunya
Strict Liabelity.

Tentang vicarious liability
inidilndonesia hanya
untuk perkara perdata,

sepertiyangdiatur dalam
pasal1367 dst. Seorang
pimpinan perusahaan
bertanggung jawab untuk
menggantikerugian
bawahannya selama

itu berkaitan dengan
pekerjaan.

Adagium yang dikenal
diBelanda ketika KUHP
Belanda Wetboek van
strafrecht yangmulai
berlaku padatahun

1886 dimana Belanda
meninggalkan Kode
Penal dariPrancis yang
berlaku diBelanda sejak
1813. Azaz yang selamaitu

dipakaiadalah Universitas
Delinquere Non Potest
dalammengikuti Vom
Savigny yang berarti
Recht Persoon/ korporasi
tidak dapat dipidana,
Adagiuminiberasal dari
hukum RomawiKlasik,
bahwa pemidanaan hanya
terhadap manusia.

Adagium lainyangsejalan
denganituadalah Actus
Non Vacit Reum Nisi Mens
Sit-rea, suatu perbuatan
tidak dapat dipersalahkan
terhadap seorang kecuali
batin (Mensrea) nyajuga
salah.

Padaadagiuminijelas
bahwa Actus Reus dan
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Mensrea harus ada untuk
dapat dipidana pelaku
tindak pidana, Darikedua
adagiuminijelas bahwa
suatu korporasitidak dapat
dipidana, karna korporasi
tentu tidak mempunyai
Mensrea, selainitu asas
utama dalam hukum
pidana Belanda adalah
Geen Straf Zonder Schuld.

DiBelanda pada pasal
5TWSR/KUHP 1886
semulajuga terlihat bahwa
hanyamanusiayang
dapat dipidana karena
menurut pasal 51, hanya
pengurus, anggotaatau
komisaris yang dapat
melakukan pelanggaran.
Haliniberubah sejak bulan
September 1976 dalam
bukultentang Algemene
Bepalingen, terjadi
perubahan dan diatur
tentang pemidanaan
terhadap Corporatie
(Recht Persoon). Perlu
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dicatat bahwaistilah Recht
Persooninimempunyai
pengertian ganda yaitu
pengertian sempit yang
tidak berbadan hukum dan

adayangberbadan hukum.

Perseroan Terbatas

(PT), baruberstatus
badan hukum setelah
memperoleh Keputusan
menterii.c MentriHukum
dan Ham sehinggaistilah
yang padaumumnya
dipakaisaatiniadalah
korporasi, seperti dalam
Undang-Undang Tindak
Pidana Korupsi (TIPIKOR)
danundang-undang
lainnya yang menjadikan
subyek hukum pidana
disamping manusia.
Dengan demikian maka,
menurut KUHP Belanda
korporasidapat dipidana,
bukanhanyaterhadap
pengurus Bestuurdes.
Sesungguhnya sebelum
adanya perubahan pada
KUHP Belanda tersebut,
sejumlah undang-undang
pidanadiluar KUHP
yang mengatur tentang
korporasiyang dapat
dipidana sepertipada

Wet Opde Economische
Delicten (WED), yangjuga
membawa perubahan
padabunyipasal 5TWVSR
sejak tahun 1976, yaitu:

1. Tindak pidana/
Strafbaar Feit dapat
dilakukan oleh NAtuurlijke
Persoon dan Recht
Persoon.

2. Apabilatindak pidana
dilakukan oleh Recht
Persoon maka penuntutan
dapat dilakukandan

dapat dikenakan pidana
straf maupun tindakan
Maatreregelen sesuai
ketentuan:

a. TerhadapRechtPersoon
danjuga

b. Terhadap merekayang
memberi perintah,
termasuk terhadap
mereka yang memberi
arahan secara nyata
untuk melakukan
perbuatanyangdilarang

c. Terhadaptersebutldan
2 bersama-sama.
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3. Untukmenerapkan
ketentuan-ketentuan di
atas maka dipersamakan
dengan Recht Persoon
adalah Venotscelp

yang tidak berbadan
hukum, persekutuandan
seterusnya. Disamping
itupasal 342 WSR/

KUHP juga mengatur
tentang penjatuhan
pidana terhadap pengurus
dariRecht Persoon. Jadi
dalam WSR dengan

jelas mengatur tentang
pemidanaan terhadap
korporasi dengankatalain
korporasiadalah subyek
hukum pidana.

Menurut KUHP
Indonesia yang atas
dasar asas konkordansi
memperlakukan KUHP
Belandadilndonesia,
dengan beberapa
pengecualianv sejak 1918,
maka pasal 59 yang sama
dengan pasal 5TKUHP
Belanda sampai sekarang
belumberubah, dimana
diatur bahwa terhadap
pelanggaran dikenakan
pidana terhadap pengurus
dansesterusnya. Jadi
korporasiatau badan
hukum tidak menjadi
subjek tindak pidana. Satu
tanda bahwa menurut
KUHP Indonesia subyek
tindak pidananya hanya
manusia terlihat pada
tiap-tiap pasaldalam
KUHP yang dimulai
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SUDUT HUKUM

4

dengankatayangbarang
siapa HijDie.

JugadiBelandakata
Hijdie masih tetap di pakai
namun dengan perubahan
pasal 51KUHP Belanda
yang bunyinya semula
dengan KUHP Indonesia,
sudah mengalami
perubahan yangdrastis
sepertitelah diuraikan di
atas.

Sama sepertidi

Belanda sejumlah
perundang-undangan
pidanadiluar KUHP sudah
menentukan korporasi
sebagai subjek hukum
pidana, sebelum adanya
perubahan pasal 5TWSR.

Dilndonesiajuga terdapat
sejumlah UU pidana
maupun UU administrasi
yangdisertaidengan
ketentuan pidana ver
ordenerings strafrecht
yang menjadikan korporasi
sebagaisubyek tindak
pidana.

Halinidiawalidengan

UU T.P Ekonomi (UU
No.7DRT1955) yang
meniru Wet Economische
Delicten1951diBelanda
yang menjadikan badan
hukum sebagai subyek
tindak pidana. Selainitu
dalam sejumlah UU Pidana
maupun UU Administrasi
Verordenering strafrecht,
yang terdapat diluar
KUHP, seperti UU No.

9 tahun 1979 tentang
narkotika yang telah

EDISI
OKTOBER
DESEMBER 2017

diubah menjadi UU No. 35
tahun 2009, juga sejumlah
UU lainnyadiluar KUHP
terus bertambah darn
jumlahnya cukup banyzak
seperti:

a. Undang-undang No.
23/2002 yang telah
diubah menjadi UU
No. 35/2014 dan UU
No. 17/2017 Tentang
Perlindungan Anak.

b. Undang-undang No.
31/1999 Tentang
Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi yang
telah diubah menjadi
UUNo.20/200.

c¢. Undang-undang No.
35/2009 tentang
Narkotika dan
sejumlah UU lainyang
menjadikan korporasi
sebagai subjek tindak
pidana, namun belum
satupun ketentuan
pidana dalam KUHP
yang menentukan
bahwa korporasi dapat
merupakan subyek
hukum pidana. Seperti
halnya diBelanda, hal
ini ditampung dalam
RUU tentang KUHP,
yang sekarang sedang
dibicarakan diDPR.

PENUNTUTAN
DANPEMIDANAAN
TERHADAP
KORPORASI

Dariuraiandiatasjelas
bahwa KUHPP yang
masih berlaku sampai

66

Dalam hal tindak
pildana korupsioleh
atau atas nama suatu

korporasi, maka tuntutan
dan penyatuan pidana
dapat dilakukan terhadap
korporasidan/atau
pengurusnya.

20

sekarangdengan tidak
berkembangnya Pasal
59, sepertiyang terjadi
diBelanda sebagai
sumber asal KUHP

kita, maka terobosan
telah ditempuh melalui
perundang-undangan
pidanadi luar KUHP
dansesuaidenganasas
Lex Specialist Derogat
Legi Generalis, maka
dilndonesiajugatelah
berlaku bahwa korporasi
adalah subyek tindak
pidana, tentu untuk tindak
pidanadalam UU khusus
tersebut.Pertanyaan yang
sekarangbagaimana
penuntutan dilakukan,
dan pidanajenis apayang
dapat dituntut terhadap
korporasi. Penuntutan
terhadap korporasi
menurut Pasal 20 UU
Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi

Ayat (1) Dalam hal
tindak pidana korupsi
oleh atau atas nama
suatu korporasi, maka
tuntutan dan penyatuan
pidanadapat dilakukan
terhadap korporasi
dan/ataupengurusnya.

Dariketentuan ayat (1)
initerlihat baik koporasi
maupun pengurusnya
dapat dituntut dan
dijatuhipidana.

Ayat (2) Dalam hal
tuntutan pidana
dilakukan tehadap
suatu korporasi, maka
korporasi tersebut
diwakilioleh pengurus,
namun pengurus dapat
diwakili oleh orang
lain ayat (4), kecuali
hakim memerintahan
supaya pengurus
korporasimenghadap
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sendiri atau di bawa
menghadap.

Disiniterlihat ada
kesamaannyadengan
proses perdata. Logikanya
adalah bahwa pidana
pokok yang dapat
dijatuhkan hanyalah
pidanadendadengan
ketentuanditambah1/3
(satu pertiga).

Berbedadenganpidana
yang dapat dituntut dan
dijatuhkan terhadap orang
sebagai subyek hukum,
walaupun pidana pada
korporasijuga dibagidua
yaitu pidana pokok dan
pidanatambahan. Pidana
pokok pada korporasi
adalah pidana pokok
berupa:

1. Denda, sedangkan bagi
orang pidana pokok
yang utamaialah
pidanamati, penjara
dandendakurungan.

2. Pidanatambahan,
pasal 10 UUTPK

a. Perampasan
barang bergerak
yang berwujud
atau tidak
berwujud dst

b. Pembayaranuang
penggantidst

c. Penutupanseluruh
atau sebagian
perusahaan
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d. Pencabutan
seluruh hak-hak
tertentu atau
peenghapusan
seluruh atau
sebagian
keuntungan
tertentuyang
telah oleh
pemerintah
kepada terpidana.

Ketentuan pidana
tambahan pada tindak
pidanakorupsidiformulasi
dalam pasal 18 tersebut

Rancangan UUKUHP
yang sekarang sedang
dibicarakan diDPR
dalam buku I tentang
Ketentuan Umum dalam
Bab Il paragraf 6 dengan
korporasimulaidari pasal
48 sampaidenga pasal
48, korporasi merupakan
subjek tindak pidana
dengan semua dilakukan
oleh korporasi.

Pasal 49
Pasal 50
Pasal 51
Pasal 52
Pasal 53

Pasal 54, alasan pemaaf
atau alasan pembenar
yang dapat diajukan
pembuat yang bertindak
untuk danatasnama
korporasi, dapat

diajukan oleh korporasi
sepanjangalasan tersebut
langsung berhubungan

dengan perbuatanyang
didakwakan kepada
korporasi.

Dariketentuan-ketentuan
tersebut diatasjelas
dimaksud dalam RUU
bahwa korporasi dapat
dipidana, yang masih
menjadikontroversial
adalahapayang

diatur dalam pasal 54
tentang alasan pemaaf
(dulu disebut Schuld
Uitsluitings Gronde) dan
alasan pembenar recht
vaardigings ground)

Pasalinimengatur
tentang alasan pemaaf
terhadap korporasiakan
dapat menimbuklan
kerancuan, alasan pemaaf
adalah atas kesalahan
yang dalam kepustakaan
Belanda disebut schould
karenahanyaorang

yang dapat mempunyai
kesalahan yaitu perbuatan
sengaja dolus atau lalai
culpa.

Halinijelas sekali
terlihat pada KUHP
yang sekarang berlaku
yang membagialasan
penghapusan pidana
Strafuitsluitingsgroden
atas alasan pembenaran
(Recht vaardingings
grond) dengan alasan
pemaaf schuld uitsluitings
grond. Dimanadiartikan
alasan pembenaran
adalah perbuatannya
dibenarkankarena

sifat melawan hokum
perbuatanitu hilang.
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Contohdarialasan
pembenaran adalah
ketentuan pasal 49 ayat (1)
KUHP yangdisebut nood
weer (pembelaan dari
darurat), contoh alasan
pemaaf adalah pasal 49
ayat (2) yang disebut nood
weer exes (melampaui
batas pembelaan darurat),
contoh alasan pemaaf
adalah padaorang

yaitu naturlijke persoon
terhadap korporasi
karenabukanorang

yang memiliki criminal
mind tidak mempunyai
sikap batin yaitu sengaja
atau lalai (dolus/culpa)
sehingga pemidanaan
kepada korporasiadalah
yang dikenal dalam
system hukum Common
Law dengan Strict
Liability yaitu Liability
without fault, sepertiyang
telah diuraikan diatas dan
selalu dikaitkan vicarious
liability, karena masih
tetap berlakunya pasal 59
KUHP akan hilang.

Diharapkan agar masalah
inimendapat kejelasan
ketika RUUKUHP ini
disahkan menjadi KUHP.
Semua kitamengharapkan
disahkannya KUHP
nasional, dan tentu
merupakan kewenangan
kita sebagaibangsa
Indonesia yang sudah
merdeka 72 tahun . Hal
inidirumuskan juga pada
bangsa Belanda ketika
Wetboek Van Straftrecht
pada tahun 1886 mulai
berlaku.[®
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SELINTAS

KEPPH Harus Diterapkan Hakim
Saat Bermedsos

ebagaiprofesimulia,
hakimharus menjaga
kewibawaandan

kehormatan dengan
memiliki standar etika lebih
ketimbang orang biasa.
Hakim diminta berperilaku
baik dan berhati-hati
dalam bertutur kata,
termasuk dalam media
sosial.

“Hakim dituntut lebih
bijak dan berhati-hati
dalam menggunakan
media sosial,” ujar Ketua
Bidang Pencegahandan
Peningkatan Kapasitas

EDISI
E Konmisi YuISIAL | oxroser

DESEMBER 2017

Hakim Komisi Yudisial
(KY) Joko Sasmito
mengingatkan.

Halitu disampaikan Joko
saat menjadi pembicara
dalam kegiatan Sinergitas
KY dan MA bertema
“Penerapan KEPPH
dalam Bermedia Sosial”
diPengadilan Tinggi
Agama Banjarmasin,
Kalimantan Selatan, Kamis
(26/10). Joko menegaskan
pentingnya menjalankan
KEPPH dalam kehidupan
sehari-hari, termasuk
dimedia sosial. Hakim
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1 Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan
Kapasitas Hakim KY Joko Sasmito menjadi
pembicara dalam kegiatan Sinergitas KY dan
MA di Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

harus berhati-hatidalam
bertutur kata melalui
media sosial atau diluar
media sosial.

“Hakim jangan ikut
terpancingatau
berpolemik didalam
media sosial. Apalagiyang
berhubungan dengan
perkarayang masih dalam
proses persidangan.
Selainitu, hakim dilarang
mengomentari putusannya
sendirimaupun orang
lain. Hati-hatidalam
memberikan pendapat di
media sosial,” saran Joko.

Menurut Joko, dimedia
massa ataupun media
sosial, hakim memang
tidak boleh terlalu banyak
berkomentar karenaada
juru bicara pengadilan. la
khawatir apabila hakim
kurang bijak menggunakan
media sosial, maka akan
merugikan hakim tesebut
karenamenciderai
kemuliaan profesinya.

“Kerugiaan apabila hakim
salah menggunakan media
sosialdiantaranyaadalah
pelanggaran Kode Etik
dan Pedoman Perilaku
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Hakim (KEPPH) serta
terjaditindak pidana,”
tegas mantan Ketua
Majelis Hakim dalam Kasus
Cebonganini.

Senadadengan Joko,
Pakar IT Edmond Makarim
juga mengingatkan para
hakim agar berhati-hati
menjaga privasi saat
menggunakan media
sosial. lamenyarankan,
saat bermedia sosial
jangan tampilkan semua
tentang dirikita, misal
jabatan, alamat, bahkan
keluargakita.

“Salah satu dampak
negatif internet adalah
menimbulkan perasaan
tidak aman sebagai
pengguna.Karenadisitu
banyak data pribadiyang
kitaberikan,” ujar Edmond.

Terkait tips kepada para
hakim bagaimanacaraagar
bijak menggunakan media
sosial,iamenyarankan
Fatwa MUl bisadijadikan
sebagaipedoman.
Misalnya, didalam media
sosial diharamkan untuk
ghibah, fitnah, dan
penyebaran permusuhan.
Edmond pun menegaskan
pentingnya hakim
mengedepankan etika
dalam bermedia sosial.

“Tampilkan sesuatu di
media sosial yang beretika
dengan berlandaskan
KEPPH,” pungkas Ketua
Lembaga Kajian Hukum
Teknologi Fakultas Hukum
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Universitas Indonesiaini.

Gunakanlah media sosial
secara bertanggungjawab.
Adatanggungjawab sosial,
norma hukum, dan etika
yang perlu diperhatikan di
duniamaya.

Dikesempatan yang sama,
Ketua Kamar Pengawasan
Mahkamah Agung (MA)
Sunarto berharap agar
para tersebut hakim
memberikontribusi positif
untuk meningkatkan
martabat hakim. la
meminta para hakim untuk
saling mengingatkan
kepadarekan-rekannya
dan melakukan pembinaan
kepada para hakimdi
bawahnya.

“Sudah tinggalkanlah
masajahiliah,” ajak
Sunarto kepada seluruh
hakim. Sebagai profesi
mulia, lanjut Sunarto,

hakim harus menjaga
kewibawaan dan
kehormatan sehingga
terbangun kepercayaan
publik. Hakim dituntut
untuk berperilaku lebih
tinggi ketimbang orang
biasa.

Terkait penerapan

Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Hakim (KEPPH)
dimedia sosial, Sunarto
mengungkapkan bila
BadanPengawasan
(BAWAS) MAdanKY
banyak memperoleh
keluhan dan pengaduan
terkait media sosial dengan
kasus seperti menulis
konten atau komentar yg
memuat unsur SARA dan
reposting gambar atau
beritayangdiragukan
kebenarannya. Bahkan,
komentar atau kritik
tentang perkarayang
sedangberjalan, atau
substansi suatu perkara.

Ketua Kamar Pengawasan MA Sunarto
memberi pemaparan tentang penerapan
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
(KEPPH) di media sosial
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e
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SELINTAS

“Dalam menggunakanIT
terutama dimediasosial,
hakim harus hati-hati.
Misalnya, gunakan kata
yang sopan,jangan
emosional dimedia sosial,
danjangan mengomentari
putusan karena halitu
melanggar kode etik,” tegas
Sunarto.

Olehkarenaitu, dalam
bermedia sosial sebaiknya
hakim lebih arif dan
bijaksanadalam bertutur
danberperilaku. Halini
agar adarolemodel yang
bisa diteladani bagihakim
maupun masyarakat

“KEPPH tu fleksibel.
Jadibisadigunakan
sebagaipanduan
dalam bermedia sosial.
Karenadimediasosial
harus memperhatikan
asaskepantasandan
kepatutan,” pungkas
Sunarto. (Noer/Jaya)




SELINTAS

etuaBidang
Rekrutmen Hakim
Komisi Yudisial

(KY) Maradaman Harahap
mengumumkan secara
resmipenerimaan usulan
CalonHakim Agung (CHA)
Periode Il Tahun 2017.KY
mencarienam CHA untuk
mengisi kamar perdata
(duaorang), kamar pidana
(satu orang), kamar militer
(duaorang) dankamar tata
usahanegara (satuorang,
yang memiliki keahlian
hukum perpajakan.

“Untuk kebutuhan CHA
di kamar militer, tidak

EDISI
m Konmisi YuISIAL | oxroser
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diharuskan CHA tersebut
berlatar belakang
militer. Jika ada dosen
yang keahliannya di
hukum militer, maka

ia bisadiusulkan,”

jelas Maradaman

dalam konferensi

pers pengumuman
Penerimaan Usulan CHA
Periodell Tahun 2017
diRuang PersKY, Senin
(20/1).

Demikian pula untuk
kebutuhan CHA dikamar
tatausahanegara,

lanjut Maradaman, MA
memintaagar CHA

Ketua Bidang Rekrutmen Hakim
Komisi Yudisial (KY) Maradaman
Harahap mengumumkan secara resmi
penerimaan usulan Calon Hakim
Agung (CHA) Periode Il Tahun 2017

memiliki keahlian khusus
di hukum perpajakan. Hal
tersebut karena MA masih
kekurangan ahlihukum
pajak, sehingga diperlukan
CHA yang menguasai
perpajakan.

“Untuk keahlian hukum
pajak, memang tidak
akan terdeteksidiproses
administrasi apakah orang
tersebut memiliki latar
belakang perpajakan.
Tapidiproses selanjutnya
tentu saja tim kami akan
mendapatkan gambaran
siapa saja yang memang
memiliki keahliandi

bidang pajak,” tambah
Maradaman.

Dalam mencarienam
CHA,KY menekankan
pada aspek kapasitas
danintegritas calon. Hal
ini penting mengingat
hakim agung merupakan
jabatan mulia yang
berperan pentingdalam
mewujudkan peradilan
yang bersih danagung.

“Kamimohon informasiini
disebarluaskan olehrekan
media agar masyarakat
menjaditahu. Tidak

lupa pula kamimeminta

www.komisiyudisial.go.id



SELINTAS

pada rekan pers untuk
menginformasikan
kepadaKY jikaada CHA
yangrekam jejaknya tidak
baik. Sebab biasanya, pers
sangat tajam soalini,”
harap Maradaman.

Proses pengajuan usulan
akandibuka selama15
hari, mulaidaritanggal 20
November sampaidengan
12 Desember 2017.

Sebelumnya ditempat
yang sama pada Rabu
(1/11) di Gedung KY,
Jakarta.KY secararesmi

Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY
Maradaman Harahap saat memberikan
keterangan pers

mengumumkan kelulusan
27 orang calon hakimad
hoc Hubungan Industrial

di Mahkamah Agung (MA).

Mereka yang lolos seleksi
kualitas berasaldari 7
orangdariunsur Asosiasi
Pengusaha Indonesia
(Apindo) dan 20 orang
dariunsur Serikat
Pekerja/Serikat Buruh.

“Penetapan kelulusan

27 orang tersebut
berdasarkan Rapat
PlenoKY pada Selasa
(31/10) di Gedung KY.
Parapesertayanglolos
seleksikualitas akan
menjalaniseleksi Tahap Il
berupa tes kesehatan dan
kepribadian,”jelas Juru
BicaraKY Farid Wajdi.

Untuk asesmen
kepribadian dan
kompetensidilakukan
pada 27 - 28 November

www.komisiyudisial.go.id

2017 diKantor KY, Jakarta.
Sementara tes kesehatan
dilakukan oleh tim teknis
pemeriksakesehatan
pada 29 - 30 November
diRSPAD Gatot Subroto,
Jakarta.

Para calon hakim ad hoc
Hubungan Industrial di
MA juga akandiperiksa
rekam jejaknya.

Terkait halitu, KY akan
melaksanakannya
melalui penerimaan
informasi atau pendapat
masyarakat, dan
analisa LHKPN bekerja
sama dengan Komisi
Pemberantasan Korupsi
(KPK).

Selainitu, Pimpinan
dan AnggotaKYjuga
melakukan klarifikasi
untuk mendapatkan

kebenaran datadan
informasimengenai
rekam jejak calon.

“‘UntukituKY
mengharapkan partisipasi
masyarakat (dengan
identitas yangjelas) agar
memberikan informasi
atau pendapat secara
tertulis tentang rekam
jejak meliputiintegritas,
kapasitas, perilaku, dan
karakter calon hakim ad
hoc Hubungan Industrial
pada MA yangdinyatakan
lolos seleksi kualitas,”
tambah Ketua Bidang
Hubungan Antar Lembaga
dan Layanan Informasi
KYini.

Informasi atau pendapat
tertulis diharapkan
diterima Tim Seleksi Calon
Hakim ad hoc Hubungan

DESEMBER 2017

Industrial pada MA paling
lambat 28 November 2017
pukul16.00 WIB, dialamat
e-mail : rekrutmen@
komisiyudisial.go.id atau
alamat Komisi Yudisial
Republik Indonesia (Tim
SeleksiCalon Hakim ad
hoc Hubungan Industrial
padaMA), JI. Kramat
RayaNo.57, Jakarta

Pusat (10450), Telp: (021)
390587677/31903661
Fax:(021) 31903661.

Sebagaiinformasi, KY
membuka penerimaan
usulan calon hakimadhoc
Hubungan Industrial pada
MA Tahun 2017 sebanyak
8 orang dengan komposisi
4 orang dari Asosiasi
PengusahaIndonesia
(APINDO) dan 4 orang dari
Serikat Pekerja/Serikat
Buruh. (Noer/Festy)
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KESEHATAN

dr. Lusia Johan

Pernikahan adalah salah

satu momen yang penting
sehinggabutuh persiapan
sebaik mungkin. Biasanya
pasangan calon pengantin
telah disibukkan dengan
berbagai hal, mulaidari
pemilihan tempat, waktu,
katering, konsep pernikahan,
undangan, dan lainnya.

Premarital check up

* Premarital check up bisa
menjadilangkah awal
Andadan pasangan

- mewujudkan keluarga

- sehat, baik secara

Medical Check
Up Sebelum
Menikah, Yuk!

amun, banyak
yangjustru tidak
menyadari bila

- adahal penting lainnya
- yangperlu dipersiapkan,
- yaitumelakukan

- premarital check up

- danimunisasi (vaksin

- premarital, red).

- fisik, mental, maupun

- psikososial. Premarital

- check up merupakan

- serangkaian pemeriksaan
- laboratorium untuk

* memastikan status

- kesehatan kedua calon

- mempelai, mendeteksi

- adanya penyakit menular,
" menahun, atau diturunkan
yang dapat memengaruhi
© kesuburan pasangan
maupun kesehatanjanin.

Dalam kehidupan

- rumah tangga, mungkin
- terjadikonflikantara

- suamidanistri, bahkan
- bisaberujung pada

- perceraian, yang dipicu
- olehmasalah kesehatan,

esuburan dan keturunan.
ngan salingmengenal

. masing-masing, masalah
© itu dapat diantisipasi
dandicegah sejak awal

- menikah. Premarital
check up bukan bertujuan
- untuk membatalkan

- pernikahanbila

- ditemukan masalah, tetapi
- justruuntuk dicarikan

- solusiyangtepatguna

www.komisiyudisial.go.id



PREMARITAL SCREENING
DO IT BEFORE ITS TOO LATEI!

mencegah timbulnya
masalah di kemudian hari.

Tindakan pengobatan
dan pencegahan
penularan penyakit pun
bisa dilakukan sebelum
memilikianak. Untuk bisa
hamil sampai melahirkan
anak, Andadan pasangan
harus berada dalam
kondisikesehatan
yangoptimal agar
menghasilkan keturunan
yang sehat pula.

Beberapanegara

sudah memasukkan
Pre-Marital Screening
sebagaisalah satu syarat
untuk mendapatkanizin
menikah secara hukum
legal. Negara seperti
Taiwan, Turki, Mesir,

- selanjutnya. Program
- tersebutdinamakan
- Pre-Marital Medical Test.

- Padatahun 2008 program :

- inidiperbaharuidengan

: dimasukannyasScreening

© Hepatitis B, Hepatitis C
: danHIV sebagaisyarat

wajib pasangan yangakan

menikah dan program
- inidinamakan Program
- of Healthy Marriage.

- Negaralainyang

- mengimplementasikan
- Pre-Marital Screening
- iniadalah Cina.

- Selain pemeriksaan

- kesehatan, diadakan

- pulaprogram konseling
- atau pembekalan di

: bidang kesehatan kepada
. pasanganyangakan

. menikah.

Spanyol, danItalia, bahkan

mewajibkan pemeriksaan
kesehatan premarital
sebagai hal yang wajib.
Kementrian Kesehatan
Saudi Arabia sejak tahun
2004 juga mewajibkan
Pre-Marital Screening
untuk menurunkan
angka terjadinya
kelainan genetis generasi

www.komisiyudisial.go.id

Berikut inimerupakan
beberapa manfaat dari
premarital check up:
Mengetahui status
kesehatan kita dan
pasangan;
Mendeteksi penyakit
menular, seperti
Hepatitis Bdan HIV/
AIDS;

Mendeteksi penyakit
atau kelainan genetik,
sepertianemia sel
sabit, thalassemia,
hemophilia;
Apabilaterdapat
permasalahan
kesehatan, dapat
ditanganidengan
segera; dan
Sebagaitindakan
pencegahan terhadap
masalah kesehatan
terkait kesuburan
dan penyakit yang
diturunkan secara
genetik.

Pemeriksaan apa
: saja yangdilakukan
. premarital check up?

Pre-Marital Screening
atau Pre-Marital

- Check Upterdiriatas

- beberapa kelompok tes
- yangdirancanguntuk

- mengidentifikasiadanya
- masalah kesehatan

- saatiniataumasalah

- kesehatanyangakan

- muncul di kemudian hari
- saat pasangan hamil dan
- memilikianak. Rangkaian
pemeriksaan kesehatan

DESEMBER 2017

- tersebutadalah sebagai
- berikut:

“ 1. Pemeriksaan
- kesehatan secaraumum,
. terdiridari:

KESEHATAN

Pemeriksaan fisik atau
klinis lengkap

Manfaat pemeriksaan
fisik lengkap adalah
untuk mengetahui
status tekanan

darah seseorang.
Tekanandarah
yangnormal adalah
salah satu kunci
kesehatan. Tekanan
darah tinggiatau
hipertensiberbahaya
saat perempuan
hamil, karena dapat
menyebabkan
pertumbuhanjanin
terhambat.

Pemeriksaan fisik
juga bisa mendeteksi
gejalaobesitas,
karena obesitas dapat
memengaruhitingkat
kesuburan. Obesitas
selama kehamilan
dapat menyebabkan
munculnya beberapa
resiko sepertidiabetes,
pre-eklampsia, infeksi
saluran kemih, sulit
untuk melahirkan
tepat waktu, juga
meningkatkan

resiko keguguran
dankesulitan saat
melahirkan.

Pemeriksaan darah
rutin

EDISI
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KESEHATAN

a. Pemeriksaandarah

hemoglobin (hb),
hematokrit, sel darah
putih (leukosit) dan
faktor pembekuan
darah (trombosit).
Paracalonibu

perlu mengetahui
kadar hb-nya untuk
mendeteksigejala
anemia, juga perlu
mengetahuiadanya
ganguan faktor
pembekuan darah.

Darihasil pemeriksaan -
- istritidak mengetahui
- rhesus darah pasangan
* masing-masing.
Padahal, jikarhesus

darah dapat diketahui
kondisikadar

kolesterol tinggi yang
meningkatkan resiko

penyakitjantung
koroner dan stroke.

b. GlukosadarahPuasa

Untuk mendeteksiadanya
penyakit kencing manis
(diabetes mellitus),

yang dapat diturunkan
kepadaanak danbisa
berpengaruh pada
kehamilan.

Golongandarah dan
rhesus

EDISI
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- Rhesus adalah sebuah
rutininimeliputikadar -

penggolongan atas ada

- atautiadanya substansi
- antigen-D padadarah.
- Rhesus positif berarti

- ditemukan antigen-D

- dalamdarah danrhesus
: negatif berarti tidak ada
antigen-D. Kebanyakan
- wargabangsaAsia

- memilikirhesus positif (+),
- sedangkan kebanyakan
- wargabangsaEropa

- memiliki negatif (-).

Banyak pasangan suami

- merekabersilangan, bisa
- memengaruhikualitas

- keturunan. Jika seorang

- perempuan (rhesus

- negatif) menikah dengan
- laki-laki (rhesus positif),
© bayipertamanya memiliki
- kemungkinan untuk

- memilikirhesus negatif
atau positif.

- Jikabayimempunyai
- rhesus negatif, tidak
- adamasalah. Tetapi, jika
- bayimemilikirhesus

DESEMBER 2017

- positif, masalah mungkin
- timbul pada kehamilan

- berikutnya. Bila ternyata
- kehamilan yang kedua

- merupakanjaninyang

- memilikirhesus positif,
- kehamilan iniberbahaya.
© Karenaantibodi

: antirhesus dariibu dapat
* memasukisel darah

merahjanin, yang dapat

- mengakibatkan kematian
- Janindalam rahim atau

- masalah kesehatan

- lainnyajika anak bertahan
- hidup. Sebaliknya, tidak

- masalahjika perempuan
- memilikirhesus positif

- dan lelakirhesus negatif.

Urinalisis lengkap

" . Mengetahuikelainan
Manfaat pemerlksaan ginjal atau saluran kemih,
fisik lengkap adalah untuk : Perveitmetabolicata
. sistemik.
mengetahui status tekanan :
: 2. Pemeriksaan

darah seseorang. Tekanan darah : penyakit Hereditas

yang normal adalah salah satu : , ,
- Penyakit hereditas
kuncikesehatan” :
- dariorangtua. Calon
- pengantin harus memiliki
- pemahaman bahwa
- bilaorangtuaatau garis
keturunannya mengidap
: penyakit genetik, maka
anak yang akan lahir nanti
bisa berisiko mengidap
- penyakityang sama.

adalah yangditurunkan

- Pemeriksaan inimeliputi:
“a. Talasemia

- Talasemia adalah salah
- satupenyakit kelainan

- darah.Penderita

- penyakitinitidak mampu
- memproduksi hemoglobin
- yangnormal. Talasemia

- telah menjadisalah satu

- isukesehatan dilndonesia
- karena3-10% populasi

- dilndonesiaadalah

© carrier atau pembawa

: gen talasemiabeta, dan

: 2,6-11% adalah pembawa
gen talasemiaalfa.

Jika diasumsikan terdapat
- 5%sajacarrier danangka
- kelahiran 23 per mil dari

- total populasi 240juta

- jiwadilndonesia, maka

- diperkirakan terdapat

- 3.000 bayipenderita

- talasemia setiap tahunnya.
© Saatini paling tidak
tercatat 5.000 pasien

© talasemia dilndonesia dan
diperkirakan angkainijauh
- lebih rendah dibandingkan
- denganjumlah penderita
- talasemiadilndonesia

- yangtidak terdata.

- Talasemiamayor

- merupakanjenis

- talasemiayang

- disebabkan “sifat” darah
- yangdibawa kedua orang
* tua. Penyakitini membuat
- seseorang menjadi

© tergantung pada transfusi
: darah dan kesempatan
hidupnya terbatas. Di

- sisilain, talasemia minor

- tidak menyebabkan gejala
- beratdanpenderitanya

- dapat hidup normal, tapi
- iatetapmembawa “sifat”

- penyakit talasemia dalam
- tubuhnya. Jikakedua

- orang tuamengidap

www.komisiyudisial.go.id



talasemia minor, 25%
kemungkinan anaknya
akan mengidap talasemia
mayor, 50% akan
mengidap talasemia
minor, dan 25% akan
normal.

Jikahanyasalah satu
orang tua mengidap
talasemia minor, 50%

kemungkinan sianak akan © anemia. Secara statistik

mengidap talasemiaminor - penyakit ini lebih banyak
- ditemukan padaras
Afrika, Timur Tengah dan
beberapakasus di Asia,

. terutamalndia.

dan50% akan normal.
Rumus penurunan
talasemia berlakujuga
pada penyakit hemofilia
danalbino. Dengan
pengecekan darah, kita
dapat memprediksi
kemungkinan yang akan

muncul dan mencegahhal Beberapa penyakit
- menular bisa terdeteksi
- melalui pemeriksaan

- pranikah, diantaranya

- adalah:

yang tidak kita inginkan.
b. Hemofilia

Darah pada seorang
penderita hemofilia tidak
dapat membeku dengan
sendirinya secara normal.
Proses pembekuan darah
pada seorang penderita
hemofilia tidak secepat
dan sebanyak oranglain
yang normal. Penderita
hemofilia lebih banyak
membutuhkan waktu
untuk proses pembekuan
darahnya.

c. SickleCell Disease

Sickle Cell Disease (SCD)
disebut juga penyakit sel

kelainan sel darah merah

yang mudah pecah
sehingga menyebabkan

www.komisiyudisial.go.id

INFECTIOUS
DISEASES:

HIV/AIDS

HEPATITIS B

r-.,:! T ?"".,IIH
1)

3. Pemeriksaan
- Penyakit Menular

" a. HIV,Hepatitis B (HBV) :

dan Hepatitis C (HCV)

Menurut WHO, saat ini

- terdapat4,ljutajiwadi

- duniayangterinfeksi

- HIV,dimana 95%

- diantaranyaberadadi

- negaraberkembang

- sepertisub-sahara Afrika
- dan Asia Tenggara.

- Berdasarkan datadari

- Kementerian Kesehatan
- RI, padatahun 2012

- ditemukan 21.511penderita
* HIV, danjumlahinijauh
© lebih banyak dibanding
sabit, merupakan penyakit tahun sebelumnya. Untuk
penderita Hepatitis B saat
- inidiperkirakan sebanyak
© 1,8 miliar manusiadidunia, -

HEPATITIS C

SY

[

- dengan350jutajiwa

- sudah mengalamiinfeksi
- kronis; dan diperkirakan
- 170jutajiwadidunia

- terinfeksivirus Hepatitis
- C.

- Penyakit HIV, Hepatitis
- Bdan Cadalah penyakit
yang mengancam jiwa

© manusia. Infeksi virus

: ini dapat ditularkan
melaluidarah, hubungan

: seksual dan cairan tubuh.

- Penularan HIVjugabisa
- melaluitransfusidarah
dan transplantasiorgan
- tubuh.

- Sedangkan penularan

- virus Hepatitis Bdan

- Crentanterjadipada

- pemakai obat-obatan

- terlarang melaluijarum
- suntik. Pemeriksaan tiga
© jenis penyakit infeksiini
: sangat pentingkarena
virus-virusinidapat
‘diam’ atau ‘tidur’ dalam
- Jangkawaktuyanglama
tanpa menunjukkan

- gejalaapapun. Menikah
- denganseseorangyang
- membawa virusini

- berisiko membahayakan
- pasangan danjuga calon
bayi.

: ¢c. Venereal
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KESEHATAN

- Jikaseorang laki-laki

- mengidap hepatitis

- Bdanakanmenikah,

- calonistrinyaharus

- memiliki kekebalan

- terhadap penyakitini.

- Caranyaadalah dengan
- mendapatkanimunisasi
* hepatitis B. Inilah manfaat
: pemeriksaan kesehatan
pranikah.

" b. TORCH (Toxoplasma,

Rubella,
Cytomegalovirus,
Herpes Simplex Virus)

- Tes TORCH berfungsi

- untuk mengujiadanya

- infeksi penyakit yang

- bisamenyebabkan
gangguan pada kesuburan
laki-lakimaupun
perempuan. Tubuh yang
. terinfeksi TORCH dapat

- mengakibatkan cacat atau
- gangguanjanindalam

- kandungan.

- Infeksi TORCH saat

- kehamilan dapat

- menyebabkan keguguran,
- bayilahir prematur, atau

- bahkan kelainan bawaan
- padabayi.

Disease
Screen (pemeriksaan
untuk penyakit sifilis)
danIMS

- Pemeriksaan untuk

- penyakitsifilisdan

- penyakit-penyakit lain

- yangditularkan melalui
- hubungan seksual/

- sexually transmitted

- infections (STI), infeksi

EDISI
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KESEHATAN

saluranreproduksi(ISR)
atauinfeksimenular
seksual (IMS) selain
dapat mendeteksiadanya
penyakit tersebut, juga
sekaligus bisa melakukan
pengobatan sekaligus
mengubah gaya hidup
menjadi lebih sehat.

Penyakit seperti
chlamydia, gonorrhea,
danHPV atau Human
papillomavirus, herpes,
penyakit ini semua dapat
menimbulkan masalah
kesuburan dan masalah
saatkehamilan. Jika salah
satu calon pengantin
atau keduanya menderita
ISR/IMS/STI, sebelum
menikahiaharus berobat
dulu sampaisembuh.

Kapan harus
dilakukan?

Waktu yangideal atau
tepatadalah enam bulan
sebelum hari pernikahan,
dengan pertimbangan
masih cukup waktu
untuk menangani
masalah kesehatan yang
mungkin ditemukan. Jika
tidak memungkinkan,
kapan pun sebelum
pernikahan, Andadapa
melakukan premarital
check up.Sangat baik jika
kedua calon mempela
dapat mengetahui
kondisikesehatan
masing-masing, jauhihari

EDISI
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Apayangharus
disiapkan sebelum
pemeriksaan?

Andadanpasangan
diharuskan berpuasa10-12
jam. Selama puasa, hanya
diperbolehkan minum

air putih. Pemeriksaan
sebaiknyadilakukan pada
pagihari, sebelum mulai
beraktivitas.

Bagaimana jika hasil
pemeriksaan bermasalah?
Pernikahan akan batal?
Jangan khawatir! Hasil
pemeriksaan bermasalah
tidak berarti pernikahan
Anda harus dibatalkan.
Konsultasidengan dokter
untuk mendapatkan
penanganan medis yang
tepat. Dengan melakukan
konseling, Anda disiapkan
secaramental untuk
menghadapi risiko
terburuk.

Vaksinasi

Persiapan lain setelah
preémarital check up,
adalah vaksinasi. Karena
premarital check up hanya
sebatas mendeteksi, perlu
langkah pencegahan.

Ada beberapa vaksinasi
yang harus dilakukan

gjuh bulan sebelum
pernikahan:

Vaksin HPV (Human
Papilloma Virus) yang
menjadi penyebab
kanker serviks

DESEMBER 20%

(wanita) dankulit
kelamin (pria).

Vaksin Hepatitis B.
Karenainfeksivirus
hepatitis B yang
ditularkan melalui
darahdarahdan
hubungan seks, dapat
menyebabkan radang
hati, pengerasan

hati (sirosis) bahkan
kanker hati.

Vaksin mumps,
measles, rubela
(MMR) yang beresiko
gondongan penyebab
infertilitas atau
gangguan kesuburan,
keguguran, serta cacat
bawaan padaanak.

Vaksin virus varicela
atau cacar air. Varicela
pada ibu hamil
trimester terakhir

njuga

menderita cacar air.

Vaksin lain yang
berkaitan langsung
dengan kehamilan
adalah vaksin tetanus,
influensa, serta vaksin
dewasa lainnya sesuai
jadwalimunisasi
yang dikeluarkan

oleh petugas Satgas
Imunisasi Dewasa.

Bagiyangberencana
untuk menikah dalam
waktu dekat, lakukan
pemeriksaan kesehatan
(premarital check up) dan
vaksinasi.

Ingatlah, salah satu
tujuan pernikahan adalah
membina hubungan
yang harmonisdan
sehat. Jangan sampai di
kemudian harimasalah
kesehatan menjadialasan
hancurnyakeharmonisan
rumah tangga Anda. i

Bagaimanajika
hasil pemeriksaan
bermasalah? Pernikahan
akanbatal? Jangan

khawatir! Hasil pemeriksaan

bermasalah tidak berarti
pernikahan Anda harus
dibatalkan.
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Arti Seorang

Suatu hari, ketika saya masih
duduk dikelas 1 SMA, saya melihat
seorang anak dari kelas saya
berjalan pulang dari sekolah.
Namanya Kyle. Sepertinya ia
menenteng semua bukunya.

alu saya pikir,
“kenapaadaorang
yg masih mau

membawa bukunyapulang -
- tergerak,danmerasa
- kasihankepadanya.

pada hariJumat.” Pastidia
anak yanganeh, karena
kalau saya pikir setiap
akhir pekan acara saya
sudah padat terencana, ya

bola, dan lain - lain. Jadi,
sambil menggelengkan
kepala, aku melangkah.

Tiba - tiba saya melihat
sekelompok anak kecil
berlarikearahnya,
dandengan sengaja
menabraknya. Bukunya
berhamburan,daniapun
jatuh ketanah berlumpur.
Kacamatanyamelayang
jatuh ke rerumputan,
kira - kira 10 kakijauhnya
daritempat dimanala

www.komisiyudisial.go.id

- jatuh.lamenatap ke atas,
- dankulihat kesedihan
© yangamat mendalam

diwajahnya. Hatiku

- Akumelangkah perlahan
menghampirinya. Sambil
pesta, pertandingan sepak
ke sekeliling, mencari

- kacamatanya. Kulihat

- matanya berlinang.

- Kuambilkacamatanyadan
- kuberikan padanya.” Anak
- -anak tersebut memang

- sangatnakal, " kataku

- kepadanya.lamenatapku

- danberucap lembut:”Hey,
- terimakasih " latersenyum
- lebar.itulah senyuman

- tertulus, tandaucapan

© terimakasih, yang pernah
* kulihat selamaini.

merangkak, lamelihat

Jeman

- Akubantudia
- mengumpulkanbuku -
- bukunyayangberserakan,

sambil kutanyadimana

- latinggal. Ternyata, la

- tinggal dekat rumahku.

- Akulalubertanya, kalau

- diamemang tinggal dekat
rumahku, bagaimana
mungkin aku belum
pernah melihat dia

- sebelumnya. labercerita

- bahwasebelumnyaia

- sekolah disebuah sekolah
- swasta. Akumemang

- belumpernahbergaul

- dengananakdarisekolah
- swastasebelumnya.

- Sepanjangjalania

- bercerita, sementara buku
: - bukunya kubawakan.

: Ternyata, ia anak manis
juga. Aku tanyaiapakah
diamau bermain
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- sepakbola bersamasaya,
- daniamenjawab:"ya",

- denganbersemangat.

- Kamiberjalanbersama

- sepanjang akhir pekan,

- danternyata, semakin

- kukenal Kyle, semakin

- sukaakupadanya.

- Teman - temankujuga

© menyukainya.

©Hari Senin tiba dan kulihat
Kyle dengan setumpuk

- bukunyalagi. Kudekati

- diadankukatakan

- sambilbercanda: “Gila

- kamu,Kyle! Kamu

- bisamengencangkan

- otot - ototmu dengan

- mengangkut buku -

- bukumu setiap hari.”

- lacumatertawadan

- memberikan separuh

: bukunya kepadaku.
Selama 4 tahun kemudian,
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RELUNG

kamiterus bersahabat.
Ketika kami sudah duduk
dikelas senior, dan kami
harus mulai memikirkan
tentang Universitas,
Kyle memutuskan

untuk melanjutkan ke
Georgetown, dan saya
berencanake Duke. Saat
itu saya tahu, bahwa
persahabatan kamiakan
terus abadi, dan bahwa
jarak yang memisahkan
kami tidak akan menjadi
penghalang.laakan
menjadi seorang dokter,
dan saya akan mengambil
jurusan bisnis, karena saya
mendapatkan beasiswa
darikegiatan sepakbola
saya.

Kyle memang seorang
bintangkelas dan
akubahkansering
menggodanya sebagai

kutu buku. Sebagaibintang -
kelas, laharus menyiapkan -
pidato perpisahannya.
Pada Saat - saat seperti
itu, aku bersyukur, bukan

EDISI
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- akuyangharus berdiridi
- mimbar dan dan berpidato.

- Persis pada hari wisuda

- kami, aku lihat Kyle tampak
© begitu gagah. Benar -

: benar seoranganak SMA
yang kerjakeras dan

- berhasilyang sungguh -
- sungguh patutdicontoh.
- Teman ceweknyabanyak.
- Dalam halsatuiniaku

- seringiripadanya .Tapi

- akujugamelihat bahwaia
- sangat gelisah menjelang
- saatpidatonya. Maka aku
- dekatidiadan kutepuk

© punggungnya: “Hai,
Kawan ! pastiOK." Dia

* terdiam melihatku dengan
tatapan yang sungguh -

- sungguh penuh terima

- kasih, lalukatanya dalam -
- dalam:"terimakasih”

Ketika hendak memulai

pidatonya, dia mengambil
nafas dalam-dalamdan

- mulai berkata: “Wisuda
- adalah saat untuk
. mengucapkan terima

DESEMBER 2017

- kasihkepadaorang-orang -
- yang telah membantukita
- melewatimasa-masa
yang berat. Orangtua

- kita, guru-guru, teman

- sekamar, mungkin para

" tutor, tetapiyang paling

: banyak adalah teman.
Saya berdiridisinidan

- akanmenceritakan sebuah
- kisahnyata.”

- Akumenatapnyadengan
- rasatidak percayapada

- apayangkemudian

- kudengar.labercerita

- bahwa suatuhariia
merasa sangat putus asa,
hinggaia berniat hendak
bunuh diri diakhir minggu.
lamemulaidengan

- mengosongkan lockernya
- Supayamamanya

- tidakrepot nantinya,

- daniamengangkut

- semua bukunya pulang.

- Sambil terus bercerita,

- iamenatapku sambil

- tersenyum. “Untungnya,
- sayadiselamatkan.
Seorang teman saya

menyelamatkan saya

- darirencanaputusasa
- tersebut.”

- Sayamenangkap getaran
- dalamsuaranya, dania

© terdiam mengambil nafas
- dan mengatur emosinya

: kembali. Sayajuga
menangkap emosipara

- hadirin,hampir semua

- padamenahan nafasdan
- terhanyutdalam cerita

- tersebut. Semuamata

- menatap pemuda pintar

- dantampanyangsungguh
- populeritumenceritakan
- kenangannya tatkala

- melewatimasayang paling
- sulitdalam hidupnya. Saya
- jugamelihat orangtuanya
- melihat kearahku dengan
tersenyum.

Belum pernah aku

- merasakanrasayang

- begitumendalam. Jangan
- sekali-kalimeremehkan

- tindakanyanganda

- lakukan. Bahkandengan

- tindakankecil-punanda

- dapat sajamengubah

- hidup oranglain. Sahabat
- adalah malaikat yang

- mengangkat kita tatkala

Sahabat adalah :

malaikat yang caranya terbang.

mengangkat kita tatkala

. Kisahinisayadapatdari

kita lupa bagaimana : Milisyangsayaikuti,

caranya terbang.

- ceritaini. Semogakisah
- inidapat meng-inspirasi
- kitauntuk selalu berbuat
- yangterbaik dalam

- setiap kesempatan. (Dari
- berbagaisumber) [

kitalupa bagaimana

namun saya tidak dapat
menemukan sumber dari

www.komisiyudisial.go.id
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